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ABSTRAK

ANALISISKENAIKAN TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA MALANG

Oleh:
Meutia Hani Irmayanti

Dosen Pembimbing:
Dr. Rosidi SE., MM, Ak.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan BUMD yang mengemban
duamisi, yaitu wajib memberikan pelayanan berupa penyediaan air bersih atau air
minum kepada masyarakat miskin dengan harga sosiad dan mampu juga
mendapatkan keuntungan atau |aba yang sebagian laba tersebut disetorkan dalam
bentuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) kepada Pemda Kota Maang. Untuk dapat
mel aksanakan kedua misi tersebut, maka salah satu kebijakan yang dilakukan oleh
PDAM adalah adanya kenaikan tarif air. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya kenaikan tarif air dan untuk
mengetahui apakah kenaikan tarif air dipicu oleh upaya peningkatan Pendapatan
Asdli Daerah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yang
bertujuan melukiskan atau menggambarkan mengena keadaan yang diteliti yakni
kenaikan tarif PDAM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif
air disebabkan oleh faktor meningkatnya biaya atau harga pokok produksi setiap
tahunnya. Besarnya biaya produks dipengaruhi oleh tingginya tingkat kebocoran
air. Selain itu, kenaikan tarif dipengaruhi oleh upaya peningkatan terhadap
Pendapatan Asli Daerah sebesar 30% yang kontribusinya akan meningkat sesuai
dengan laba yang diperoleh PDAM.

Kata kunci: PDAM, Tarif air, Biaya Produksi, Pendapatan Asli Daerah

viii



BAB |

PENDAHULUAN

1.1Latar belakang

Dalam menghadapi krisis finansial yang terjadi saatsebuah perusahaan
ataupun lembaga usaha baik milik pemerintah masp@sta dituntut untuk lebih
memaksimalkan kinerjanya dalam berbagai hal. Dateetakukan hal tersebut di
dalam sebuah perusahaan atau lembaga usaha diperhd&najemen yang baik,
yang bisa mengelola semuanya dengan maksimal. @arbpaya telah dilakukan
pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomiamseteut karena terdapat
banyak rintangan yang harus dihadapi. Salah satyaupyang dilakukan
pemerintah dengan ditetapkannya suatu dasar kehijalntuk memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada masing-masimgldagar dapat menggali,
memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yangkidisemaksimal
mungkin atau yang disebut dengan otonomi daeramdaBarkan kebijakan
otonomi daerah tersebut daerah diberikan kekuassgpenuhnya untuk
mengembangkan wilayahnya, dimana pemerintah pusagahmemiliki sedikit
andil untuk memberikan bantuan pada pemerintahaladPemerintah daerah
harus berupaya dalam memperbaliki kinerja keuanganny

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daeélituntut untuk
menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efijsgam mampu mendorong
peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan keawlilan dengan

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki olehsinggmasing daerah.



Berdasarkan hal tersebut manajemen yang handals hada disetiap
perusahaan yang dimiliki oleh daerah. Dimana keds#ldn operasi, kinerja dan
kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka patgagentung dari keputusan
tim manajemen. Manajemen juga perlu melakukan @e@nil atas Kkinerja
keuangannya sehingga berdasarkan hasil kinerjabigrsim manajemen dapat
mengetahui maju mundurnya perusahaan tersebut. Nangnya akan berguna
bagi perusahaan di masa yang akan datang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahuf j®8ndang-Undang
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sedand)-Undang No. 25 tahun
1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentangmPangan Keuangan
antara pusat dan daerah akan dapat memberikan &egam atau otonomi yang
luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemedatah secara proporsional.
Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagianpgananfaatan sumber daya
nasional, serta perimbangan keuangan daerah dah seeara demokratis, peran
serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta mieatigan potensi dan
keragaman daerah, terutama kepada Pemerintah Kebugen Pemerintah Kota.
Tujuan pemberian keuangan dalam penyelenggaraano@toDaerah adalah
guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerdtaakeadilan sosial.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kemaegsermin dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang gaenigarkan kemampuan
pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksatugas pembangunan,
serta pemerataan dan keadilan dengan mengembamsgkanih potensi yang

dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu wigima daerah mampu dalam



melaksanakan otonomi daerah adalah terletak padarkpuan keuangan daerah
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dagalilengan tingkat
ketergantungan kepada pemerintah pusat mempungg@onsi yang semakin
mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadiabatgrbesar dalam
memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu fgkiog penting dalam
pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yad@sbempada prinsip otonomi
yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranatapatan Asli Daerah dalam
keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur mmerdalam pelaksanaan
otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatualdaemnemperoleh dan
menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tarsgijumlah keuangan
daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pemygégaan Otonomi
Daerah.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daeratamakber pembiayaan
pemerintah daerah tergantung pada peranan PendafliaDaerah. Hal ini
diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyanggaaudalam membiayai
kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itlefaiath daerah harus dapat
mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasalagaah sendiri sehingga
akan memperbesar tersedianya keuangan daerah ygoa digunakan untuk
berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akanalkdemmemperbesar
keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaangeu daerah sesuai

dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan lugeargy bersangkutan.



Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daeraturiga tidak terlepas
dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Desdtrah. Komponen
yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retridasrah, bagian laba
perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinata geenerimaan daerah
lainnya. Ini merupakan beberapa komponen yang adesjumber penerimaan
daerah dimana tentunya akan terus digali baik yamah ada maupun sumber
penerimaan baru yang potensial.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah adddatPlerusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) yang merupakan salah satu unit dmadisaha milik daerah
(BUMD), yang bergerak dalam distribusi air bersiagb masyarakat. BUMD
mengemban 2 (dua) misi yaitu yang pertama adalahsosial, BUMD harus bisa
memberikan pelayanan kebutuhan bagi seluruh mdsgtatak terkecuali juga
yang berpenghasilan rendah atau miskin. Misi yaeduk adalah BUMD juga
wajib untuk mendapatkan profit atau laba agar Wisapartisipasi terhadap
kemajuan pembangunan melalui dukungan Pendapala@erah (PAD) yang
disetor ke APBD Pemerintah Daerah.

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) yang merupakaivB juga harus
mampu melaksanankan 2 (dua) misi sebagai manadyselgut diatas yaitu wajib
memberikan pelayanan berupa penyediaan air beegihda masyarakat miskin
dengan harga sosial dan mampu juga mendapatkariukgam atau laba yang
sebagian laba tersebut disetorkan ke pemilik Peidala Malang dalam bentuk
PAD (Pendapatan Asli Daerah). Menurut PP No.16 mal005 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, telahgameanatkan bahwa



PDAM harus sudah mampu memberikan pelayanan prepada pelanggannya
dengan persyaratan 3K yaitu terpenuhinya persyarit@ntitas, kualitas dan
kontinuitas. Persyaratan kuantitas mengandung rdak&lhwa PDAM harus
mampu memberikan pelayanan air yang cukup untukrkesm hidup sehari-hari
yaitu untuk kebutuhan masak, minum, mandi, cucansisiram dan kebutuhan
lainnya, persyaratan kualitas dimaksudkan bahwa MD#arus juga mampu
memberikan pelayanan air yang kualitasnya memepelsyaratan kesehatan
baik secara fisik, kimia maupun secara mikrobigloggdangkan persyaratan
kontinuitas artinya bahwa PDAM harus mampu memberigelayanan aliran air
dengan tekanan yang cukup dan mengalir terus mesetama 24 jam tiap hari,
sehingga sewaktu-waktu pelanggan butuh air dam,kear harus tetap bisa
mengalir lancar.

PDAM sebagai salah satu perusahaan daerah berupdiy menigkatkan
kinerja keuangannya yang salah satunya bercernmirtinigkat keuntungan yang
diperoleh per periode. PDAM Kota Malang melakukabijakan kenaikan tarip
berkala dua tahunan yakni pada tahun 2007 sebekz#otdan pada tahun 2009 +
30% pada rekening pembayaran bulan Maret 2009 diakuklan dalam rangka,
yang pertama adalah peningkatan pelayanan terhatagyarakat sehingga
mampu memberikan pelayanan kepada semua golongayarakat, sesuai
dengan misi sosial yang harus diemban BUMD. Keddalah untuk dapat
berpartisipasi terhadap kemajuan pembangunan @i Matang melalui dukungan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nilainya 30 % Aliaggaran Belanja Daerah

senilai 25% dari laba bersih, yang disetor ke APB&merintah Daerah Kota



Malang. Ketiga adalah untuk peningkatan kinerjaupainaan secara keseluruhan,
ini merupakan upaya dari Perpamsi yang berusahgehatkan PDAM, sehingga
PDAM Kota Malang dapat meningkatkan kinerjanya. &kan tarif PDAM ini
didasarkan pada Peraturan Walikota (Perwali) No t&3un 2008, tentang
penetapan tarif air minum dan biaya langganan g@bddaM Kota Malang.
Peraturan yang ditandatangani Walikota Malang 22d®esember 2008 lalu ini
merujuk pada Permendagri No 23 tahun 2006 tentadgrpan teknis dan tata
cara pengaturan tarif air minum atau Kepmendagri 8&\tahun 2000 tentang
pedoman akuntansi PDAM.

Berikut ini adalah rincian kenaikan tarif Perusah®aerah Air Minum Kota

Malang pada tahun 2007 dan 2009 yaitu:

Tabel 1.1
Rincian Kenaikan Tarif Air PDAM

Kelompok Pemakaian Tarif 2007 Tarif 2009
Sosial A 0-10m3 Rp 1250 Rp 1900
>10 m3 Rp 1550 Rp 2300
R. Tangga A 0-10m3 Rp 1500 Rp 2200
>10 m3 Rp 2300 Rp 3400
R. Tangga B 0-10m3 Rp 1700 Rp 2500
>10 m3 Rp 2800 Rp 4100
Instansi A 0-10m3 Rp 2300 Rp 3400
>10 m3 Rp 3800 Rp 5600




Niaga A 0-10 m3 Rp 3800 Rp 5600
>10 m3 Rp 5700 Rp 8400

Industri A 0-10m3 Rp 8700 Rp 12.800
>10 m3 Rp 10.300 Rp 15.100

Sumber: Malang Post, 12 Maret 2009

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan ya#anya perubahan
mengenai kebijakan tarif air yang mengalami kenailsbesar +30% yang
menimbulkan banyaknya penolakan baik dari sebagiasyarakat pelanggan
juga dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat majyga dari kalangan
DPRD maka penulis ingin mengetahui perubahan Kedmjanengenai kenaikan
tarif air Perusahaan Daerah Air Minum kota Malapgkah dipengaruhi oleh
besarnya target Pendapatan Asli Daerah atau oldbrf&in. Oleh sebab itu,
penulis merumuskannya dalam skripsi dengan mengangldul “Analisis
Kenaikan Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum dan kontribusinya
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang”.

1.2 Motivasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dengamgaealisis perubahan
kebijakan mengenai kenaikan tarif air Perusahaaerdba Air Minum kota
Malang yang terjadi, serta faktor yang menyebaldanmn kebijakan tersebut. Hal
ini dilakukan karena adanya kebijakan mengenaiikanaarif yang terjadi setiap
2 tahunan sehingga menyebabkan timbul keluhan gdagli masyarakat. Selain

itu, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui @skkenaikan laba perusahaan



daerah selain untuk meningkatkan kontribusi terpa®lBBD sebesar 55% dari

laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang

1.3Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapatutskan dalam
permasalahan sebagai berikut :
Faktor apa yang menyebabkan timbulnya kebijakangemei kenaikan

tarif yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah AiruvtirKota Malang?

1.4Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetafaktor-faktor yang
mempengaruhi terhadap kebijakan kenaikan tariihsldua tahun yang terdapat
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang. Séfaj untuk mengetahui
sebarapa besar faktor peningkatan Pendapatan AsrabB yang berpengaruh
terhadap adanya kebijakan mengenai kenaikan tarifj yoerhubungan dengan
meningkatnya laba bersih sehingga dapat meningkatkatribusi Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Malang terhadap Pendapatani Amerah guna

mendukung kegiatan otonomi daerah di Kota Malang.



1.5Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
Penelitiaan ini merupakan salah satu syarat untekcapai kebulatan
studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ekbndmiversitas
Brawijaya Malang.

2. Bagi pemerintah daerah
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukaau sumbangan
pemikiran kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAMta
pemerintah daerah dalam mengambil kebijaksanaank umendukung
terlaksananya kegiatan Otonomi Daerah Kota Malag meningkatkan
pelayanan masyarakat.

3. Bagi pihak lain
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan ddormasi bagi peneliti
selanjutnya terhadap masalah dan tempat yang sangauml kajian yang
lebih mendalam untuk meningkatkan kinerja keuandaarah di Kota

Malang.
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LANDASAN TEORI

2.1 Harga
2.1.1 Pengertian Harga

Dalam menghadapi persaingan yang ketat, perusahtenut untuk dapat
menjalankan sistem pemasaran dengan baik sebagf@a usituk meningkatkan
volume penjualan dan memperluas pangsa pasarnyzerlifasilan perusahaan
dalam menjalankan sistem pemasaran dapat dilihat ki@berhasilannya
memadukan keempat komponen marketing mix, yaitodyk, harga, saluran
distribusi dan promosi.

Harga merupakan satu-satunya komponen yang malkgimpendapatan
melalui penjualan. Oleh karena itu, perusahaan shatapat melaksanakan
kebijakan harga dengan baik, dengan terlebih daheletapkan harga yang tepat
agar dapat diterima oleh konsumen, dimana mereka membayarkan harga
yang ditawarkan dan perusahaan mendapatkan kewamudgri produk yang
ditawarkannya. Sebelum membahas mengenai kebijakega yang dilakukan
oleh perusahaan, maka penulis akan membahas meéngengertian harga
terlebih dahulu.

Istilah mengenai harga bisa diungkapkan dengabalger istilah seperti
iuran, tarif, sewa, bunga, komisi, upah, gaji dam Isebagainya. Harga adalah
nilai pertukaran atas manfaat produk (bagi konsummaupun bagi produsen)

yang umumnya dinyatakan dalam satuan moneter. Haegbentuk dari

10
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kompetensi produk untuk memenuhi tujuan dua pilgaku produsen dan
konsumen. Produsen memandang harga adalah sellagharang yang mampu
memberikan manfaat keuntungan diatas biaya prodyks{atau tujuan-tujuan
yang lain, misalnya keuntungan). Konsumen memandeanga adalah sebagai
nilai barang yang mampu memberikan manfaat atasepenan kebutuhannya
dan keinginannya (misalnya hemat, prestis, syagathayaran, dsb). Menurut
McCarthy dan Perreault (1993; 352) harga adalalalaegesuatu/ nilai yang
ditetapkan bagi “sesuatu”. Tarif juga dapat diamiksebagai harga dalam nilai
uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk menghesoiatu komoditi yaitu
barang atau jasa. Menurut Kotler (2002:518) bahargd ada di sekeliling kita,
seperti membayar sewa untuk apartemen, uang kidialuang jasa untuk dokter.
Perusahaan penerbangan, kereta api, taxi dan bigemakan ongkos, perusahaan
pelayanan umum mengenakan tarif, dan bank mengermakagya atas uang yang
dipinjam. Menurut Basu Swastha pengertian hargiaagamlah uang (ditambah
beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkankum@ndapatkan sejumlah
kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Sedanglenurut Alma Buchari
dalam bukunya Manajemen Pemasaran dan Pemasaei(2084 : 169) harga
adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengag. ua

Dari berbagai definisi tersebut maka dapat disikgubahwa harga adalah
nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengamdah uang yang dikeluarkan
oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi Harang atau jasa

berikut pelayanannya. Seperti yang telah dikemukakéeh Kotler bahwa
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perusahaan pelayanan umum seperti PDAM, PLN, PTrielmmesia dan lain-lain

mengenakan harga jual jasanya dengan istilah tarif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nordaBun 2006 tentang
Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif AnuiM pada Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM), tarif didefinisikan sebadeebijakan harga jual air
minum dalam setiap meter kubik {matau satuan volume lainnya sesuai
kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDANMgy&ersangkutan”.
Sedangkan pada PLN, tarif didefinisikan sebagagdgual tenaga listrik yang
harus dibayar/ditanggung pelanggan berdasarkanadbisya yang berkaitan
dengan proses produksi yang dikonsumsinya. UntulP®9 Indonesia, menurut
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tegtdformula Perhitungan
Tarif Jasa Pos Dasar Tahun 2007, bahwa Tarif JaseDRsar Dalam dan luar
Negeri adalah biaya yang harus dibayar oleh permygasa pos untuk layanan
dasar pengiriman surat dan kartu pos dalam negeriwhr negeri yang dikirim
dengan alat angkutan darat dan/atau laut dan nukganseluruh wilayah

Indonesia dan seluruh dunia.
2.1.2 Fungs Harga
Bagi perusahaan maupun konsumen, harga memiligsfleebagai:

1. Sumber pendapatan dan atau keuntungan perusah&#n pencapaian
tujuan produsen (harga diatas biaya-biaya produkimeekan keuntungan

bagi perusahaan).

2. Pengendali tingkat permintaan dan penawaran (teautdila bersifat

elastik, permintaan akan meningkat jika harga tulam sebaliknya).
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3. Mempengaruhi program pemasaran dan fungsi-fungsiisiainnya bagi
perusahaan. Harga dapat berperan sebagai pengaruhaddp aspek
produk (pergeseran orientasi, kualitas, atau cjraduk), distribsi
(mengendalikan intensitas distribusi), atau pronfdiskon, obral, hadiah,
dsb).

4. Mempengaruhi perilaku konsumsi dan pendapatan masata (harga
rendah dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dah yang tinggi

bagi jasa masyarakat akan mempengaruhi perilaksukosinya).
2.1.3 Pengertian Kebijakan Harga

Kebijakan harga merupakan elemen penting dalam g@Em@a yang dapat
menghasilkan pendapatan penjualan bagi perusabéetmkarena itu, perusahaan
harus dapat melaksanakan kebijakan harga denglmagar dapat meningkatkan
volume penjualan dan keuntungan bagi perusahadrjakan harga merupakan
kegiatan pemasaran yang harus dilakukan oleh spgapial sebelum mereka
melepaskan barangnya ke pasar. Menurut Buchari @084 : 170) kebijakan
harga adalah keputusan mengenai harga-harga yamg daikuti untuk suatu
jangka waktu tertentu. Jadi kebijakan harga ad&kbutusan produsen dalam
menetapkan harga jual dengan mempergunakan berbegjade dalam rangka
mencapai tujuan perusahaan.

Harga yang ditentukan harus sesuai dengan kehijgienetapan harga

perusahaan. Banyak perusahaan membentuk deparfametapan harga untuk

mengembangkan kebijakan penetapan harga dan menabaat menyetujui
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keputusan penetapan harga. Tujuannya adalah urgniastikan bahwa produsen

menggunakan harga yang layak bagi pelanggan.
2.1.4 Keputusan Penetapan Harga

Salah satu keputusan yang sulit dihadapi suatwspbaan adalah
menetapkan harga. Untuk menetapkan harga jual furatluk atau jasa maka
perusahaan harus mempertimbangkan berbagai fakédamd menetapkan
kebijakan harga.

Ada beberapa tujuan penetapan harga agar sesugardepa yang ingin
dicapai oleh perusahaan. Tujuan utama penetapga bdalah :

1. Kelangsungan hidup

Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sélaga utamanya jika
mengalami kelebihan kapasitas, persaingan yangt, kettau keinginan
konsumen yang berubah-ubah, untuk menjaga agasaieaan tetap beroperasi
dan persedian terus berputar, perusahaan akan uméauarharga. Laba kurang
penting dibandingkan dengan kelangsungan hidupspBaan. Selama harga
dapat menutupi biaya variabel dan sebagian bidgp,tperusahaan dapat terus
berjalan. Akan tetapi, kelangsungan hidup hanyailahan jangka pendek.
Dalam jangka panjang, perusahaan harus belajamglaatkan nilainya, jika

tidak maka ia akan punah.
2. Laba sekarang maksimum

Banyak perusahaan mencoba untuk menetapkan hargey yakan
memaksimalkan harga sekarang. Mereka memperkinadanintaan dan biaya

yang berkaitan dengan berbagai alternatif harganakemilih harga yang akan
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menghasilkan laba sekarang, arus kas atau tingkaepnbalian investasi yang
maksimum. Strategi itu, mengasumsikan bahwa peaasamengetahui fungsi
permintaan dan biayanya sedangkan dalam kenyatadtedua hal itu sulit
untuk diperkirakan. Dengan menekankan kinerja kegaan sekarang,
perusahaan mungkin mengorbankan kinerja jangkaapgnjmengabaikan

pengaruh berbagai variabel bauran pemasaran kiredksi pesaing.
. Pangsa pasar maksimum

Beberapa perusahaan ingin memaksimumkan pangsa pa&saka. Mereka
yakin bahwa volume penjualan yang lebih tinggi akaenghasilkan biaya
perunit yang lebih rendah dan laba jangka panjargy yebih tinggi. Mereka
menetapkan harga terendah dengan berasumsi balsea peka terhadap
harga. Hal itu disebut penetapan harga penetrasir p@narket penetration
pricing).

. Skimming pasar maksimum

Perusahaan-perusahaan lain ingin memaksimalkanpenjualan dan yakin
bahwa volume penjualan yang lebih tinggi akan membkepada biaya per
unit yang lebih rendah dan keuntungan jangka panpang lebih tinggi.
Mereka akan menetapkan harga terendah, dengan iasainvg pasar adalah
sensitif terhadap harga. Kondisi-kondisi berikutnohgékung penetapan harga

yang rendah, yaitu:

a. Pasar sangat peka terhadap harga dan harga reneéshngsang

pertumbuhan pasar.
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b. Biaya produksi dan distribusi menurun dengan semakanyaknya

pengalaman produksi.

c. Harga yang rendah menghilangkan semangat pesam@ lmaupun

potensial.
5. Skimming price

Yaitu dengan memasang harga tinggi dari pesaingiyda perusahaan

menyukai penetapan harga tinggi untuk menyaingipas

Menurut Kotler & Andreasen (1995;578) penetapamgdhamempunyai
tujuan vyaitu maksimasi surplus, menutup biaya, maks besar pasar,
keseimbangan sosial dan disinsentifisasi pasaargdn menurut McCarthy dan

Perreault (1993: 354-357) tujuan penetapan hargilad

1. Tujuan berorientasi laba (target laba dan memaksikan laba)

2. Tujuan berorientasi penjualan (pertumbuhan penjualan pertumbuhan
pangsa pasar)

3. Tujuan penetapan harga status quo (menghadapiimaeadan persaingan
bukan harga).

Selain itu, menurut sumber lain penetapan hargia pérusahaan memiliki
tujuan-tujuan yaitu:
1. Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Dengan menetapkan harga yang kompetitif maka pbaas akan mendulang

untung yang optimal.
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2. Mempertahankan perusahaan.

Dari marjin keuntungan yang didapat perusahaan digamakan untuk biaya
operasional perusahaan. Contoh : untuk gaji/upatyaltean, untuk bayar
tagihan listrik, tagihan air bawah tanah, pembelisamhan baku, biaya

transportasi, dan lain sebagainya.
3. Menggapai ROI (Return on Investment).

Perusahaan pasti menginginkan balik modal darisiase yang ditanam pada
perusahaan sehingga penetapan harga yang tepat empercepat

tercapainya modal kembali / roi.
4. Menguasai Pangsa Pasar.

Dengan menetapkan harga rendah dibandingkan prqubgaing, dapat

mengalihkan perhatian konsumen dari produk kongregang ada di pasaran.
5. Mempertahankan status quo.

Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, magkdupadanya pengaturan

harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankgsgpasar yang ada.

Menurut Tjiptono (1999:152-157) tujuan penetapangh adalah tujuan
yang berorientasi pada laba, tujuan yang berosergada volume, tujuan
berorientasi pada citra, tujuan stabilisasi harga ldinnya. Sedangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi penetapan harga adalah:
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a. Faktor internal perusahaan

1)

2).

3).

4).

b. Fa
1).

2).

. Tujuan pemasaran perusahaan

Tujuan tersebut bisa berupa maksimasi laba, kelargan hidup
perusahaan, meralh pangsa pasar yang besar, nad&acipt

kepemimpinan dalam hal kualitas, dan sebagainya.

Strategi bauran pemasaran

Harga merupakan salah satu bauran pemasaran.

Biaya

Biaya merupakan faktor yang menentukan harga nainyang harus
ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian

Organisasi

Manajemen harus memutuskan siapa bagian di dalganisasi yang

harus menetapkan harga.
ktor lingkungan eksternal
Sifat pasar dan permintaan
Persaingan.

Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengasislikarakteristik

persaingan yang dihadapi antara lain:

a) Ukuran relatif setiap anggota dalam industri
b) Jumlah perusahaan dalam industri

c) Diferensiasi produk

d) Kemudahan dalam memasuki industri yang bersangkutan
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Selain itu, terdapat faktor yang mempengaruhk@dparga yakni:
a. Keadaan perekonomian

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkga hang berlaku.
Pada periode resesi yakni meningkatnya harga-hgngtlasi) atau
menurunnya harga-harga (deflasi) secara tajam rpjasanempengaruhi

terhadap penetapan harga.
b. Penawaran dan Permintaan

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli p&ghbeli pada tingkat
harga tertentu. Pada umumnya tingkat harga yand ledindah akan
mengakibatkan jumlah yang diminta lebih besar. Bgkian penawaran
adalah suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjualapangkat harga
tertentu. Pada umumnya, harga yang lebih tinggidoeng jumlah yang
ditawarkan lebih besar. Menurut teori ekonomi, haagan ditentukan pada

suatu titik pertemuan antara kurva permintaan demekpenawaran.
c. Elastisitas Permintaan

Sifat (elastisitas) permintaan pasar tidak hanyanpemgaruhi penentuan
harganya, tetapi juga mempengaruhi volume yang tddpaal. Untuk

beberapa jenis barang, harga dan volume penjualdrerbanding terbalik
artinya jika terjadi kenaikan harga maka penjuagkan menurun dan

sebaliknya. Terdapat jenis-jenis elastisitas petiaaim yaitu:



20

(1) Inelastis

Jika permintaan itu bersifat inelastis maka perabalharga akan

mengakibatkan perubahan yang lebih kecil pada velpemjualannya.
(2) Elastis
Apabila permintaan itu bersifat elastis maka penabaharga akan
menyebabkan terjadinya perubahan volume penjualasmand
perbandingan yang lebih besar.
(3) Unitary Elasticity
Apabila permintaan itu bersifat unitary elastiaityaka perubahan harga

akan menyebabkan perubahan jumlah yang akan diplaim proporsi

yang sama.
. Persaingan

Harga jual beberapa macam barang sering dipengasléi keadaan
persaingan yang ada. Barang-barang dari hasil mantanisalnya, dijual

dalam keadaan persaingan murni yakni penjual yangrolah banyak aktif

menghadapi pembeli yang banyak pula. Banyaknyaupkdpn pembeli ini

akan mempersulit penjual perseorangan untuk medgrdlan harga yang
lebih tinggi kepada pembeli yang lain. Selain pegan murni, dapat pula
terjadi keadaan persaingan yang lainnya, seperti :

(1) Persaingan tidak sempurna

Untuk barang-barang yang dihasilkan dari pabrik rgbg-barang

manufaktur) dengan merk tertentu kadang-kadang ala@mgj kesulitan
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dalam pemasarannya. Hal ini dapat disebabkan kdrarganya lebih
tinggi dari barang sejenis dengan merk lain. Keadaasar seperti ini
disebut persaingan tidak sempurna dimana barangebiar telah
dibedakan dengan memberikan merk.
(2) Oligopoli

Keadaan di mana penawaran satu jenis barang dikoetabeberapa
perusahaan. Dalam pasar oligopoli, setiap perusah@@mposisikan
dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permapssar, di mana
keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dadakitanduk
pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, igEmgenalan
produk baru, perubahan harga, dan sebagainya Kdakdengan tujuan

untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka.

Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salaiu sipaya untuk
menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk ikedalam pasar,
dan juga perusahaan-perusahaan melakukan oligegimdigai salah satu
usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkaksimum dengan
menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyeb&bkapetisi harga
diantara pelaku usaha yang melakukan praktek adigopenjadi tidak
ada. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentukapadustri-industri
yang memiliki capital intensive yang tinggi, seperti, industri semen,

industri mobil, dan industri kertas
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(3) Monopoli
Dalam keadaan monopoli jumlah penjual yang adaadaphanya satu

sehingga penentuan harga sangat dipengaruhi dedr &eperti:
a) Permintaan barang yang bersangkutan

b) Harga barang-barang substitusi/pengganti

c) Peraturan harga dari pemerintah

Ada beberapa ciri dan sifat dasar pasar monopaii.u@ma pasar ini
adalah adanya seorang penjual yang menguasai gasgan jumlah
pembeli yang sangat banyak. Ciri lainnya adalalaktiderdapatnya
barang pengganti yang memiliki persamaan dengatugranonopolis;

dan adanya hambatan yang besar untuk dapat masiatae pasar.

Hambatan itu sendiri, secara langsung maupun titligsung,
diciptakan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuwamk
memonopoli pasar. Perusahaan monopolis akan berusahyulitkan
pendatang baru yang ingin masuk ke pasar tersedngad dengan
beberapa cara; salah satu di antaranya adalah deaga menetapkan

harga serendah mungkin.

Dengan menetapkan harga ke tingkat yang palingafengerusahaan
monopoli menekan kehadiran perusahaan baru yangilikiemodal
kecil. Perusahaan baru tersebut tidak akan mampsaibhg dengan
perusahaan monopolis yang memiliki kekuatan pasaage produk,
dan harga murah, sehingga lama kelamaan perusabesaibut akan

mati dengan sendirinya.
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Cara lainnya adalah dengan menetapkan hak paterhakacipta dan
hak eksklusif pada suatu barang, yang biasanyaraigbe melalui
peraturan pemerintah. Tanpa kepemilikan hak patenjsahaan lain
tidak berhak menciptakan produk sejenis sehingganjadikan

perusahaan monopolis sebagai satu-satunya produpasar.
(4) Monopsoni

Keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai peaprpaaokan atau
menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jakandsuatu pasar

komoditas.
e. Biaya
Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga seb#b tsngkat harga

yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatikangian dan dalam

jangka waktu panjang akan berimbas pada kelangsundap perusahaan.
f. Tujuan perusahaan

Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan deogen-tujuan yang
akan dicapai. Setiap perusahaan tidak selalu meyaptujuan yang sama
dengan perusahaan lainnya. Tujuan-tujuan yang keddapai tersebut

antara lain:
(1) Laba maksimum
(2) Volume penjualan tertentu

(3) Kembalinya modal yang tertanam dalam jangka wad«tiemtu
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g. Pengawasan pemerintah

Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor pedétagn penentuan
harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat dikanjudialam bentuk
penentuan harga maksimum dan harga minimum, diskasnharga serta
praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegahatusaha ke arah
monopoli.
Kotler (2002) mengemukakan prosedur enam langkdbkunenetapkan
harga, yaitu :
1. Memilih tujuan penetapan harga
Pada dasarnya setiap perusahaan harus memutuskgargpingin dicapainya
dari produk tersebut. Jika perusahaan telah memdsisi pasarnya dengan
cermat, maka strategi bauran pemasarannya termagla akan otomatis
sejalan dengannya. Semakin jelas tujuan perusamaaka semakin mudah
untuk perusahaan tersebut menetapkan harga.
Menurut Cecep Hidayat (2000), harga ditetapkankuntencapai tujuan-tujuan
tertentu yaitu:
a. Bertahan Hidup
Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidugalnpa karena
ketatnya persaingan, cepat berubahnya selera kemsumaka produsen
harus menetapkan harga yang rendah untuk menjaganagningkatkan

permintaan.
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b. Memaksimumkan laba
Penetapan harga sebesar angka tertentu yang a&adatangkan laba
jangka pendek juga sering menjadi tujuan. Hal itendpuh dengan jalan
memperkirakan permintaan dan biaya yang dikeluark@mbungkan
dengan harga yang akan mendatangkan laba atakesuBalam tujuan ini
perusahaan diasumsikan mengetahui fungsi biaya mEmintaannya,
walaupun dalam kenyataannya keduanya sukar dip&gkir

c. Memaksimumkan pendapatan
Penetapan harga juga mempunyai tujuan untuk memaRkgan
pendapatan dan penjualan produk yang dihasilkaksiMésasi pendapatan
ini membutuhkan perkiraan fungsi permintaan yangatk Adapun sasaran
tujuan ini adalah bersifat laba jangka panjang.

d. Memaksimumkan pertumbuhan penjualan
Penetapan harga yang rendah juga bisa menghasitiame penjualan
yang tinggi. Volume penjualan yang tinggi pada aka akan dapat
menekankan biaya per unit produk. Dalam tujuandiasumsikan pasar
sensitive terhadap perubahan harga atau permiatasis.

2. Menentukan permintaan

Permintaan pelanggan mempengaruhi semua fases.bBacara umum para

pelanggan menginginkan barang-barang dan jasa lyarkgalitas tinggi dan

harga rendah. Jika semua barang itu sama, paraggela akan membeli

barang yang harganya lebih murah, sedikit yang akembeli harga yang

lebih tinggi.
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3. Memperkirakan biaya
Permintaan menentukan batas harga tertinggi yapat dékenakan perusahaan
atas produk atau jasanya, sedangkan biaya perusahaaentukan batas
terendahnya. Perusahaan ingin menetapkan hargadgoe menutup biaya
produksi, distribusi, dan penjualan produk ataua,jatermasuk tingkat
pengembalian investasi yang memadai atas usaha rdaiko yang
dilakukannya.

4. Menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing
Dalam rentang kemungkinan harga yang ditentukah pérmintaan pasar dan
biaya perusahaan, perusahaan harus memperhiturggga pesaing, harga
pesaing dan kemungkinan reaksi harga oleh pesaiketawaran perusahaan
serupa dengan tawaran pesaing utamanya, maka lpgansharus menetapkan
harga yang dekat dengan harga pesaing atau iskekdangan penjualan. Jika
tawaran perusahaan lebih rendah mutunya, peruséidairdapat menetapkan
harga yang lebih tinggi dari pada pesaing. Jikaap@man perusahaan lebih
tinggi mutunya, perusahaan dapat menetapkan hagg kebih tinggi dari
pesaing. Akan tetapi, perusahaan harus menyaddmvebgesaing dapat
mengubah harganya sebagai tanggapan atas hargalpssuo.

5. Memilih metode penetapan harga
Dalam menetapkan harga jual suatu produk ada beripagtode yang dapat
dipakai oleh manajemen dalam suatu perusahaan.dkletetode tersebut

yaitu:
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a. Berdasarkan biaya

Penetapan harga yang berorientasi pada biaya nidfnitar and Amstrong

(2003:447) yang dialihbahasakan oleh Damos Sihogrtieirdiri dari:

1)

(@)

3)

Penetapan harga biaya-plus adalah menambah suakwpmstandar
pada biaya produk. Perhitungan biaya per unit demgenus sebagai

berikut;

Harga biaya per unit = Biaya variabe = 2 | ©2P

Unit terjual

Perhitungan harga markup dengan rumus sebagauberik

Harga Markup Biaya per unit

(1 — Pendapatan Penjualan yang diharapkan)

Penetapan harga dengan analisis titik impas (pemetharga dengan
laba sasaran). Menetapkan harga untuk mencapgantpas atas biaya
pembuatan dan pemasaran produk, atau menetapka@a hatuk

meraih suatu laba sasaran.

Penetapan harga sasaran menggunakan konsep hagenpas (break

even chart), yang menggambarkan biaya total damgpetan total

yang diperkirakan pada berbagai tingkat volume ymap. Volume

titik impas dapat dihitung dengan menggunakan rusebagai berikut:

Biaya Tetap
Volume titik impas =

Harga — Biaya Variabel
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b. Berdasarkan nilai
Menetapkan harga berdasarkan nilai persepsi peratadinilai, bukannya
atas biaya yang ditanggung penjual. Penetapan méiegg value pricing)
menawarkan kombinasi yang tepat antara mutu daaygedn yang baik
pada harga yang wajar. Keputusan penetapan hangiasbekan nilai
tergantung pada persepsi konsumen terhadap nilay yardapat dalam
persepsi konsumen.
c. Berdasarkan persaingan
Konsumen akan menilai suatu produk berdasarkarahgagg dibebankan
pesaing terhadap produk yang serupa. Penetapama Hagglasarkan
persaingan memiliki dua variasi, yaitu:
(1) Penetapan harga menurut keadaan (going-rate pricing
Menetapkan harga lebih tinggi yang berdasarkan geatga-harga
pesaing yang ada dan bukan pada biaya perusalzaapeamintaan.
(2) Penetapan harga penawaran tertutup (sealed-bidgjric
Penetapan harga berdasarkan pada pendapat perusateseenai
bagaimana penetapan harga pesaing dan bukan pa@dag@rusahaan
atau permintaan digunakan ketika perusahaan mesagajander.
Selain itu, ada dua pendekatan yang berbeda wepistusan penetapan
harga (Horngren, Datar, dan Foster, 2005) yaitu:
a. Berbasis pasar
Perusahaan yang beroperasi di pasar yang komgetiggalnya, komoditi

seperti minyak bumi dan gas alam) menggunakan peatae berbasis



29

pasar. Item yang dihasilkan atau jasa yang diberitah satu perusahaan
sangat serupa dengan item yang dihasilkan atauymsa diberikan oleh

perusahaan yang lain. Perusahaan yang berkecintalag pasar ini harus
menerima harga yang ditetapkan oleh pasar.

b. Berbasis biaya

Perusahaan yang beroperasi di pasar yang tidak édihpmenyukai
pendekatan berbasis biaya. Hal ini disebabkan kapemusahaan tersebut
tidak perlu merespon atau bereaksi terhadap hasgEn.

Menurut Cecep Hidayat (2000), ada tiga metode dadanetapan harga jual

yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu:

a. Cost Oriented Pricing, suatu cara penetapan harga jual yang dinyatakan
pada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memprodubarang dan
menambahkan suatu prosentase tertentu sebagaydaban

b. Demand Oriented Pricing, suatu cara penetapan harga jual yang didasarkan
pada banyaknya permintaan. Jika permintaan naigahpun cenderung
naik, dan sebaliknya jika permintaan turun makag&arenderung turun
walaupun mungkin biaya yang di keluarkan sama saja.

c. Competition Oriented Pricing, suatu cara penetapan harga yang didasarkan
pada harga pesaing. Metode ini ditetapkan agamhagy tidak lebih tinggi
dari harga pesaing. Tingkat harga jual dapat ghketa tiga kebijakan yaitu:

sama, lebih rendah, atau lebih tinggi dari hargaing.
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6. Memilih harga akhir
Metode-metode penetapan harga mempersempit rertargp yang harus
dipilih perusahaan untuk menentukan harga akhilar@anemilih harga akhir,
perusahaan harus mempertimbangkan berbagai fakdotbahan yaitu
penetapan harga psikologis, pengaruh elemen baemasaran lain terhadap
harga, kebijakan penetapan harga perusahaan, d@arpb harga terhadap
pihak-pihak lain.
Selain itu, sumber lain mengatakan bahwa terdapategi-strategi penetapan
harga yaitu diantaranya:
a. Strategi harga berorientasi pada biaya
b. Strategi harga berorientasi pada permintaan
c. Strategi harga berorientasi pada persaingan
2.1.5 Macam-Macam K ebijakan Harga
Kebijakan harga meliputi bidang yang cukup luascpeaiannya. Adapun
macam-macam dari kebijakan harga adalah:
1. Kebijaksanaan harga produsen
Para produsen berkepentingan untuk mengetahua h@egjualan eceran dari
produknya. Kebijaksanaan harga produsen terdiri dar
a. Intered pricing
Para produsen yang memperhatikan harga yang dkawaoleh retailer

sebelum menetapkan harga jualnya.
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b. Inverted pricing

Seorang pengusaha menentukan harga pabriknya ddmggedoman

kepada harga penjualan eceran yang ditawarkan &epachsumen

sedemikian rupa sehingga harga pabrik yang akaantdkan bagi
produknya itu adalah sama dengan harga eceramalsatiédurangi dengan
keuntungan para distributor.

Produsen yang memproduksi barang baru mempunyaapitalam proses

kebijakan harga yaitu:

1) Skimming price, yaitu memasang harga setinggi mimglengan
alasan:

a) Demand bersifat inelastis pada waktu barangnyasdigan

b) Segmen pasar ditujukan kepada konsumen-konsumerg yan
memiliki kemampuan finansial.

c) Bertujuan untuk mengembalikan modal yang telatatarn dalam
waktu singkat.

d) Tidak dikhawatirkan masuknya pesaing baru.

2) Penetration price, yaitu memasang harga yang repddh permulaan
pemasaran kemudian dinaikkan bertahap. Alasanralieshijakan ini
adalah:

a) Diperkirakan demand bersifat elastis.
b) Volume produksi yang besar, biaya-biaya akan ddipsitan.

c) Takut akan masuknya calon-calon pesaing.
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3) Harga pokok lebih rendah dari pesaing. Produseny ga&cara efisien
dan efektif dalam proses produksi maka akan mengierbanyak
keuntungan karena penghematan-penghematan. Olehb séf,
seringkali produsen memperoleh harga pokok lebihdak dari
perusahaan saingannya.

4) Compertitors price or price leader, yaitu penetagahijakan harga
mengikuti harga pesaing.

5) Cost of goods. Harga pokok menjadi pedoman dalamtppan harga.
Bila biaya produksi perusahaan lebih rendah daayadiproduksi
perusahaan lainnya maka perusahaan akan mempewme@lgitungan
yang lebih besar dari pesaing karena adanya peragaem
penghematan dari biaya produksi.

2. Kebijaksanaan harga wholesaler (pedagang grosir)

Para produsen biasa menggunakan beberapa macajak&ebharga yang

dipakai oleh wholesaler seperti:

a. Geographical price quotation. Produsen dapat mekateharga-harga yang
berbeda sesuai dengan besarnya ongkos angkut karertzedaan
geografis.

b. Price adjusted to buyers position. Adanya pembenamga yang berbeda
untuk masing-masing golongan pembeli.

c. Price based on quantity purchased. Harga-hargasudigean dengan
besarnya jumlah pembelian. Makin besar oembelgeharsa lebih rendah

karena mendapatkan potongan khusus.
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d. Dumping, yaitu menjual barang keluar negeri denbarmga yang lebih
murah dari harga dalam negeri.

e. Discount methods of quonting price. Biasanya pdraga memiliki
kebijakan harga yang sama tetapi berbeda dalamey@anldiscount.

. Kebijaksanaan harga retailer

Ada beberapa macam kebijakan harga yang dilakoledmretailer, yaitu:

a. Margin pricing, adalah penentuan harga penjualang ydikehendaki
tergantung kepada biaya-biaya yang telah dikelmarkambat atau
cepatnya peredaran barang, tingkat bunga yangkbenasiko kerusakan
dan perkembangan harga.

b. Pricing lining. Kebijakan harga disini ialah menggwkan barang-barang
ke dalam kelompok-kelompok yang berharga satuan.

c. Competitors prices. Kebijakan ini mempunyai tujuamuk memperoleh
reputasi sebagai produsen yang murah untuk bararagy yang dikenal
oleh umum. Loss leader artinya harganya ditetapklaamvah harga umum
sedangkan price leader artinya harganya ditetagieaas harga umum.

d. Discount house, adalah suatu produsen yang memguanhg-barang secara
eceran dengan suatu potongan harga sehingga hesgagguhnya lebih
rendah dari harga umum.

e. Judgement pricing, ialah dasar penetapan hargasemichn perkiraan saja.
Misalnya disebabkan karena kekurangan modal, badamgsebagainya.
Perkiraan ini berdasarkan pada anggapan bahwapeanaeli juga akan

menilai sesuai dengan perkiraan penjual.
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f. Customary prices. Dalam jangka panjang harga-reugtu barang tersebut
akan tetap stabil. Hal ini berdasarkan pada kedrasatuk mengubah atau
menaikkan harga akan menimbulkan kesulitan sebafgkimu langganan
akan protes atau langganan akan lari ke produsen la

g. Odd prices. Kebijakan harga ini biasanya memasargahyang lebih
rendah daripada yang seharusnya sehingga sec&@opgs konsumen
merasa memperleh keuntungan karena hanya membabdr kecil
daripada harga yang seharusnya dibayar.

h. Combinations offers. Kebijakan ini menkombinasildara produk dengan
satu harga yang salah satu produknya memiliki dagh yang kecil.
Maksudnya ialah disamping memikat calon pembeliajugelariskan
barang lain yang memiliki daya jual relatif kecil.

2.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah wkogsBbagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun angggssmgy bersangkutan. Dalam
pendapatan daerah terdiri atas:
2.2.1 Pendapatan Adli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kevgamankepada

Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan oiaeerah sesuai dengan
potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasddpatan asli daerah yang

selanjutnya disebut PAD, terdiri dari:
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a) Hasil Pajak Daerah
Definisi pajak daerah menurut UU Nomor 18 Tahun 718g8bagaimana
yang telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000ahdaran waijib
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan keRaaah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan dakden peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakamkumembiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangaesahd
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yapgtdlikenakan Pajak
Daerah. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribt badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undanganajpkgm daerah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak tegtatermasuk
pemungutan atau pemotong pajak tertentu.
Adapun jenis-jenis pajak daerah adalah sebagaieri
(1) Jenis Pajak Propinsi, terdiri dari:
(@) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
(b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraduadi Air.
(c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
(d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah TaaahAdr
Permukaan.
(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
(a) Pajak Hotel
(b) Pajak Restoran

(c) Pajak Hiburan



(d) Pajak Reklame

(e) Pajak Penerangan Jalan

(f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
(g) Pajak Parkir

(h) Pajak Lain-lain.

Tabel 2.1 berikut menyajikan tarif maksimal daenig-jenis pajak

sebagaimana yang dimaksud diatas.
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Tabel 2.1
Tarif maksimal dari jenisjenis pajak

No. Jenis Pajak Daerah Tarif
1. | Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Asas A 5%

2. | Bea Balik Nam&endaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Aild0 %
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 5%

4. | Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawahhldaa Air| 20 %

Permukaan.

5. | Pajak Hotel 10 %
6. | Pajak Restoran 10 %
7. | Pajak Hiburan 35 %
8. | Pajak Reklame 25 %
9. | Pajak Penerangan Jalan 10 %
10. | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20
11 | Pajak Parkir 20 %

Sumber : Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 3472000

%
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Tarif untuk masing-masing jenis pajak daerah seb@zg@a telah
diuraikan diatas merupakan tarif maksimal untuk ingagnasing jenis
pajak. Untuk pajak daerah yang termasuk pajak psbpditetapkan
seragam di seluruh Indonesia, sedangkan pajak ldgarsg termasuk
dalam pajak kota/kabupaten masih dapat ditinjaubedinoleh pihak
pemerintah daerah dan dapat ditetapkan lebih rerdka tarif

maksimal yang telah ditentukan dan kemudian diketapkembali

dengan peraturan daerah setempat.

Dengan peraturan daerah, pemerintah daerah dapwdtap&an jenis
pajak kabupaten/kota yang baru sesuai dengan keddaapotensi dari

masing-masing daerah asalkan memenuhi beberapeakberikut:

QO

. Bersifat pajak dan bukan retribusi

b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabep/kota yang
bersangkutan.

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentarargan
kepentingan umum.

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsiatau objek
pajak pusat.

e. Potensinya memadai.

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan mastarak

h. Menjaga kelestarian lingkungan.
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Selain itu, terdapat 5 kriteria yang harus diperagpr suatu potensi
pendapatan daerah dapat menjadi objek pengenaain Pagrah:
1. Kecukupan dan elastisitas
2. Pemerataan
3. Kemampuan administratif
4. Penerimaan politis
5. Kecocokan suatu pajak.
Cara menghitung besarnya pajak daerah sesuai Pasat (4) Undang-

undang No.34 Tahun 2000 adalah:

Pajak Daerah = Tarif x Dasar pengenaan Pajak

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan muigpelaghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarngk gang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasayetpeannya.
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dib@g@a suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalgrarbdahun Pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangarajpkam daerah.
Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Dagrahg
dilaksanakan dengan menggunakan Surat Ketetapaak Fgerah.
Selain itu, Wajib Pajak bisa melakukan penghitundan pembayaran

sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuak Pagah.
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b) Hasil retribusi daerah

Retribusi daerah atau retribusi adalah pungutaratiagebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khubsediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingamg pribadi atau
badan. Menurut Ibnu Syamsnengatakan tentang retribusi bahwa:
“Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentundigiidu) yang
bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan peratpesmerintah yang
prestasinya di tunjuk secara langsung dan pelaksaya dapat dipaksakan.
Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribuslahdpungutan yang
dibebankan kepada seseorang karena menikmatigegaeadangsung.”
Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:
1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakau diberikan

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kiz@a&n umum

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badaenis-jenis

retribusi umum seperti yang diatur dalam PP No @B12antara lain :

a. retribusi pelayanan kesehatan

b. retribusi pelayanan persampahan atau kesehatan

c. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda peéwmkiudan akte

catatan sipil
d. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
e. retribusi parkir di tepi jalan umum

f.  retribusi pelayanan pasar



40

g. retribusi pengujian kendaraan bermotor
h. retribusi penggantian biaya cetak peta
i. retribusi pengujian kapal perikanan
2. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disedialleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis-jegtribusi jasa
usaha yang diatur dalam PP No 66/2001 antara lain :
a. retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
c. retribusi tempat pelelangan
d. retribusi terminal
e. retribusi tempat khusus parkir
f. retribusi tempat penginapan atau pesanggarahawidau
g. retribusi penyedotan kakus
h. retribusi pelayanan pelabuhan kapal
I. retribusi tempat rekreasi dan olah raga
J. retribusi penyeberangan di atas air
k. retribusi pengolahan limbah cair
I. retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan téuntétemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribaai dtadan yang

dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendddanpengawasan
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atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sdayj@ealam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu gunandoelgi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-yeiiibusi perizinan
tertentu yang diatur dalam PP No 66/2001 antara: lai

a. retribusi izin mendirikan bangunan

b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

c. retribusi izin gangguan

d. retribusi izin trayek.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolday&an Daerah lainnya

yang dipisahkan, antara lain bagian laba, devidem penjualan saham

milik Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daeraly ylpisahkan diperinci

menurut objek pendapatan yang mencakup :

1)
(@)
3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

hasil penjualan kekayaan daerah,

jasa giro,

pendapatan bunga,

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

penerimaan komisi, potongan ataupun bentukdebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ataclgdisdaerah,
penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukgpiah terhadap mata
uang asing,

pendapatan denda atas keterlambatan pelakspekerjaan,

pendapatan denda pajak,
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(9) pendapatan denda retribusi,
(10) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
(11) pendapatan dari pengembalian,
(12) fasilitas sosial dan fasilitas umum,
(13) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikanpdktihan; dan (n)
pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
d) Lain-lain PAD yang sah
Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud méliput
* hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipesahk
e hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaanhdgarsy tidak
dipisahkan
* jasa giro
e pendapatan bunga
* tuntutan ganti rugi
» keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadapamaing asing
* komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akdmi penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
2.2.2 Dana perimbangan
Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangskal f antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Peamemaerah. Dana
perimbangan terdiri atas:
a. Dana Bagi Hasil, yang bersumber dari pajak dan surdaya alam. Dana

Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak terdiri dari :
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- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaankofaamn,
perkebunan, pertambangan serta kehutanan;

- Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHHERjors
perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangarkshtttanan;

- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dah Phasvajib pajak
orang pribadi dalam negeri.

Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari Subalya Alam terdiri
dari:

- Penerimaan kehutanan

- Penerimaan pertambangan umum

- Penerimaan perikanan

- Penerimaan pertambangan minyak bumi

- Penerimaan pertambangan gas bumi

- Penerimaan pertambangan panas bumi

. Dana Alokasi Umum (DAU)

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kuraag2$% dari

Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan d#\&BN. DAU

untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kritégeidentu yang

menekankan pada aspek pemerataan dan keadilansgdergs dengan

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formulapeéaghitungan

DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.
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c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada dadgertentu untuk
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusanaladdAK
dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dakmgka pendanaan
pelaksanaan desentralisasi untuk:
» mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemeratéashdasar
prioritas nasional;
» mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerantart
Pemerintah menetapkan kriteria DAK meliputi kigeumum, Kriteria
khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum yakni ethipkan dengan
mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dald3b ARriteria
khusus yaitu dengan memperhatikan peraturan pemgagadangan dan
karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis nyadlitetapkan oleh
kementrian Negarta/ departemen teknis. Selairdaerah penerima DAK
wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangt@®o dari
alokasi DAK.
2.2.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimenaksud merupakan
seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana h@ergan, yang meliputi
hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan gtetapkan Pemerintah. Hibah
yang dimaksud merupakan bantuan berupa uang, hadamgatau jasa yang
berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badare udahm negeri atau luar

negeri. Sedangkan Pendapatan dana darurat sebagayaag dimaksud adalah
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bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintahadaentuk mendanai
keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa rterteyang tidak dapat
ditanggulangi APBD.

Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat &ejsetah yang dinyatakan
mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak madigiasi sendiri, sehingga
mengancam keberadaannya sebagai daerah otonomnygeabokasi dana darurat
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mempedraplertimbangan Menteri

Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitminadalah metode
penelitian deskriptif. Menurut Indriantoro dan Sopn(1999) yaitu:

“Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadapsaiah-masalah berupa
fakta-fakta saat ini dari suatu populasi”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahweelpan deskriptif
adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggaarbasuatu keadaan
perusahaan secara sistematis, aktual, dan akurgakleara mengumpulkan data
berdasarkan fakta yang nampak dalam organisasiandinfiakta-fakta tersebut
dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sehingga dapamberikan saran-saran untuk
masa yang akan datang.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pemars skripsi ini
adalah metode studi kasus dan studi lapangan. Diadduimi, penulis mengamati
aspek-aspek tertentu yang lebih spesifik untuk nezoieh data dari subyek yang
diteliti baik yang berkaitan dengan latar belakamgupun kondisi yang terjadi
saat ini.

3.2 Obyek Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang perhitungan tarip dan kontribusi
kenaikan tarip tersebut terhadap Pendapatan Asérdba (PAD) oleh laba
perusahaan daerah yakni Perusahaan Daerah Air M{RIDAM) Kota Malang

yang terletak di Jalan Terusan Danau Sentani NoO 1Malang.
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3.3 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya maka data dapat digolongkanjacdi dua
macam, yaitu data primer dan data sekunder. Naralamdpenelitiannya, penulis
hanya menggunakan data sekunder. Data sekundahatktih yang telah diproses
oleh pihak lain baik dari perusahaan maupun di peausahaan. Data sekunder
dapat berupa publikasi resmi yang dikeluarkan deshbaga terkait, seperti
peraturan daerah yang berhubungan dengan Perus@lesah Air Minum,

Pendapatan Asli Daerah, dan sebagainya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yapnmakan untuk
mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk tupraadisa. Adapun metode
pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengamteara jawab langsung
dengan pihak yang berhubungan dengan obejek panelalam hal ini
wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang tediaterusahaan Daerah
Air Minum Kota Malang. Hasil dari wawancara akarguhiakan sebagai
sumber data yang berhubungan langsung dengan pekoilasalahan.

2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dikak dengan pengamatan
secara langsung dan mencatat secara sistematasagrhktivitas yang terkait
dengan obyek yang sedang diteliti. Tujuannya adalatuk mengetahui
aktivitas organisasi secara langsung.

3. Dokumentasi, yaitu mengadakan pengamatan atas awkdokumen atau

laporan-laporan atau catatan-catatan atau forrfarhnulir - yang
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bersangkutan, yang ada dalam organisasi yaitu &®aas Daerah Kota

Malang.
3.5 Metode Analisis Data

Analisis data berguna untuk mengumpulkan kebenkedenaran dari

jawaban permasalahan yang ada dalam penelitian y@ag sedang diteliti.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitiadahdaetode deskriptif yang
bertujuan melukiskan atau menggambarkan suatu femarmatau keadaan yang
diteliti. Untuk mencapai tujuan penelitian agar sesuai derygawg diharapkan
dalam penyusunan tugas akhir ini dan untuk memeersliatu kesimpulan, maka
data yang telah terkumpul akan dianalisis menggamakalisis kualitatif dengan
langkah-langkah sebagai berikut :

a. Memeriksa dan meneliti data-data yang telahutegul dan menjamin
apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

b. Mengategorikan data-data yang disesuaikan dekigtemia serta hal-
hal yang diperlukan dalam suatu pendataan. Penydata penelitian
ini dipergunakan metode deskriptif kualitatif yaitudengan
menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadfatensnum dan
kemungkinan masalah yang dihadapi serta solusinya.

c. Menghitung biaya produksi air selama tahun 2006psékengan 2008.

d. Mengukur dan tabulasi data kenaikan tarif tahuréaféh tahun 2009.

e. Membandingkan tarif air yang berlaku pada tahu@628ampai 2008

dengan biaya atau harga pokok produksi air.
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f. Menganalisis kontribusi kenaikan tarif air terhad@pndapatan Asli
Daerah tahun 2006 sampai dengan 2008.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PDAM Kota Malang

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya

Sejak Jaman Belanda berkuasa di Indonesia, sistegegiaan air bersih di
Kota Malang sudah ada, namun dalam proses perkeyabaya mengalami
perubahan dan beberapa pembaharuan dalam segala &sula tahun 1914
Pemerintah Belanda di Indonesia memanfaatkan aiangan 40 liter/detik
sebagai sumber air bersih Kota Malang, dan untukaméah debit produksi air
bersih juga dilakukan dengan memanfaatkan sumb&uanbersari 40 liter/detik
pada tahun 1928 yang didistribusikan secara gs\k&rumah-rumah pelanggan.
Akibat perkembangan penduduk yang semakin pesatkdbotuhan akan air
bersih juga semakin meningkat maka pada tahun d8811955 ada penambahan
sumber mata air lagi yang dikembangkan yaitu sunfdeangun sebesar 240

liter/detik.

Pada tanggal 18 Desember 1974 dengan diterbitkaReyaturan Daerah
Nomor 11 Tahun 1974, Unit Air Minum berubah stataenjadi Perusahaan
Daerah Air Minum, yang berbadan hukum sebagaimamgy \diatur oleh UU
Nomor 5 Tahun 1965 mengenai Perusahaan Daerahbk Bejah Perusahaan

Daerah Air Minum Kota Malang mempunyai status Badiukum, sehingga
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dengan demikian mempunyai hak otonomi dalam pahgol air minum. Tahun
1980 Pemerintah memandang perlu untuk mengambihkien dalam memenuhi
kekurangan air bersih bagi penduduk Malang dimaasamyang akan datang,
sehingga perlu untuk mengelola sumber air bersiig yaotensial yang berada
dekat dengan Kota Malang yaitu sumber Wendit 5@f/dletik dengan sistem

pompanisasi.

Perkembangan penduduk sangat erat kaitannya demgacana
pembangunan suatu daerah termasuk keperluan jariagabersih. Dengan
adanya perluasan wilayah Kota Malang mengakibablaatambahnya penduduk
sehingga pada tahun 1988 perluasan daerah air msiam melaksanakan
tambahan. Sumber air baru yang berada di daeralupétédn Malang, yaitu
sumber Ngesong dan Banyuning masing-masing berikapa¥) liter/detik dan
100 liter/detik. Kondisi perkembangan Perusahaamr&ra Air Minum Kota
Malang sampai sekarang terus berkembang setelahm@aambah kapasitas dari
Sumber Wendit menjadi Wendit Il dan Wendit lll dangkapasitas terpasang
masing-masing 500 liter/detik, sehingga total pksilwya sekarang sudah
mencapai 1.196 liter/detik dari kapasitas terpasarGiO liter/detik dan kapasitas
ijin total lebih dari 2000 liter/detik dengan jurhlgelanggan lebih dari 90.000

rumabh.

4.1.2 Kegiatan Perusahaan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang mempumgag memberikan

pelayanan kebutuhan air bersih khususnya kepadganaéat di wilayah Kota
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Malang. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersedgititan perusahaan

meliputi:

» Mengolah sumber air untuk memperoleh air bersihrdanyalurkannya
ke pelanggan
* Membangun jaringan distribusi dan transmisi dalangka untuk
mengoptimalkan penyaluran air bersih kepada makgada wilayah
kerjanya.
» Melakukan pemeliharaan jaringan distribusi dangmaisi untuk menekan

kebocoran/kehilangan air.

4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

1.

Visi :

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak digbpllayanan publik,

PDAM Kota Malang berkewajiban untuk memberikan pefean yang baik

kepada masyarakat pelanggan, maka PDAM Kota Mamegimuskan visi

bersama yang akan menjadi arah, perekat, dan rtatidalam pengembangan
perusahaan, yaitu:

“Menjadi Perusahaan Air Minum terkemuka dan tersehat di Indonesia”.

. Misi :

Misi merupakan alasan utama keberadaan PDAM Kotamdadan dari mana
PDAM Kota Malang berangkat, guna memenuhi keingidan harapan para
stakeholder. Misi secara jelas dan lugas harus dirumuskan dgpat selalu
diingat dan diharapkan dapat dimengerti dan dihagiath segenap warga

PDAM Kota Malang. Misi dipakai sebagai pedoman ibdek dan sebagai
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sumber inspirasi untuk selalu melakukan yang tkrhaituk kepentingan

bersama. Rumusan misi PDAM Kota Malang adalah :

a. Meningkatkan dan mengutamakan pelayanan

b. Meningkatkan profesionalisme SDM

c. Meningkatkan kinerja manajemen

d. Menjaga kelestarian sumber air baku dengan kerjasantar daerah

4.1.4 Lokasi dan Wilayah Usaha

PDAM Kota Malang mempunyai kantor pusat yang bepinali JI. Terusan

Danau Sentani 100 Malang. Dalam rangka meningkapielayanan kepada

pelanggan PDAM Kota Malang menyedialsanvice point pelayanan meliputi :

1. Jenis-jenis Pelayanan :
a. Pembayaran rekening
b. Pengaduan
c. Sambungan baru (kerjasama pendanaan dengan BRh&dalang)
d. Pelayanan lainnya (ganti meter, uji akurasi mef@ndah meter,

angsuran, dan lain-lain)

2. Counter pelayanan yang dimiliki oleh PDAM Kota Majasebanyak 4
(empat) yang berlokasi :
a. JI. A. Yani 53 (4 teller)
b. JI. Sulawesi A-7 (5 teller)
c. JI. WR Supratman C1 Kav. 10-12 (7 teller)

d. JI. Trs. Danau Sentani 100 (6 teller)
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3. Sistem pembayaran rekening :
a. Tunai (On line) :
a) 4 loket pelayanan
b) Loket Kantor POS Malang :
1) JI. Merdeka Timur no. 5 Malang
2) JlI. Kolonel Sugiono Selatan no. 46 Malang
3) JI. MT. Haryono (Dinoyo Permai) no. 58 Malang
4) Jl. Terusan Dieng no. 64 Malang
b. Giralisasi / Auto Debet : BCA, Bank Bukopin, Bankialya, Bank
Maspion, Bank Mandiri, dan Bank Ekonomi (In progles
4. Layanan Mikro Kredit Sambungan Baru bagi calon pgdan di BRI Kawi
dan BRI Martadinata
5. Info Billing :
By phone: 0341 2926666 (KPS dengan PT. TELKOM)
4.1.5 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi PDAM Kota Malang berdasarkamat Keputusan
Walikota Malang No. 447 Tahun 2001 tentang kedudukasunan organisasi,
uraian tugas, fungsi dan tata kerja PDAM Kota Mglayang terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan
a. Direktur Utama
b. Direktur Administrasi dan Keuangan

c. Direktur Teknik
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2. Unsur Staf
a. Bidang Penelitian dan Pengembangan
b. Satuan Pengawasan Internal
3. Unsur Pelaksana
a. Bagian Umum
b. Bagian Sumber Daya Manusia
c. Bagian Hubungan Pelanggan
d. Bagian Keuangan
e. Bagian Perencanaan Teknik
f. Bagian Produksi
g. Bagian Distribusi
h. Bagian Perawatan
Bagan Struktur Organisasi dapat dilihat pada |aampir.
4.1.6 Sumber Daya Manusia
Karyawan merupakan salah satu aset dan elemen Yamgipenting bagi
PDAM Kota Malang sebagai perusahaan yang bergeradbiddng pelayanan
publik. Oleh karena itu pengelolaan sumber dayausianbagi PDAM Kota
Malang merupakan hal penting yang harus dilakukaland menjalankan roda
perusahaan yang berorientasi pada kepuasan petanddgmbagai langkah
dilakukan PDAM Kota Malang untuk mengelola sumbayal manusianya agar
mencapai kualitas sumber daya manusia yang memaidataranya: observasi
pegawai dengan pihak eksternal, peningkatan pewadididan pengetahuan

pegawai, promosi atau demosi jabatan dan jenjangkaé pegawai.
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Jumlah karyawan PDAM Kota Malang per 31 Desembd¥82adalah

sebanyak 494 orang, yang terdiri dari pegawai tselpanyak 45%rang dan

pegawai tidak tetap sebanyak 37 orang, selengkagiygukkan dalam tabel 4.1

dan table 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah Karyawan per Bagian Tahun 2008

STATUS
TETAP TIDAK TETAP
MUTAS MUTAS
JABATAN/ BAGAN | AWAL BUAN[TAVBAH [KURANG | JUMLAH | AWAL BUAN[TAVBAH [KURANG | JuMLAH| JumaH

DIREKS 3 0 0 3 0 0 0 3
ADMNSTRAS! & KEUANGAN
1. Keuangan 7] 0 1 41 1 0 0 Vi)
2. SDM 12 0 0 12 1 0 0 13
3. Hubungan Pelanggan 125
4.Umum 8L
TEKNK
1. Produksi 46 0 0 46 0 0 0 0 %6
2. Distribusi a1 0 0 a1 1 0 0 1 @
3. Perencanaan Teknik 19 0 0 19 1 0 0 1 20
4. Peranetan 7] 0 0 V%) 1 0 0 1 43
Penglitian dan Pengenbangan 9 0 0 9 0 0 0 0 9
Satuan Pengaves Intemel 13 0 0 13 0 0 0 0 13
Ssteminforresi Mangieren 7 0 0 7 0 0 0 0 7

Jurrah 457 1 1 457 4 3 0 37 44
Sumber : PDAM Kota Malang

Tabel 4.2
Pendidikan Karyawan
STATUS
TETAP TIDAK TETAP
MUTASI MUTAS
PENDIDIKAN AWAL BULAN|TAVBAHTKURANG | JUMLAH | AWAL BULAN [TAVBAH TKURANG | JUMLAH| JuMLAH

2 16 1 0 17 0 0 0 0 17
Sarjana/ S1 175 0 1 174 8 0 0 8 182
SarjanaMuda/ D3 8 0 0 8 1 0 0 1 9
D1 4 0 1 3 0 0 0 0 3
SLTA 183 9 0 1% 14 4 0 18 210
SLTP 71 0 8 63 11 0 1 10 73
Jurriah 457 10 10 457 A 4 1 37 494

Sumber : PDAM Kota Malang
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Sumber Daya Manusia yang ada kualitasnya harusu seiangkatkan
secara terus menerus dengan pelatihan-pelatihasuslursus dan juga selalu
mengikuti perkembangan teknologi air minum, apalilaalitas SDM bisa
ditingkatkan maka dengan pertambahan jumlah pelangdak perlu lagi diikuti
dengan pertambahan jumlah karyawan sehingga batasan ditetapkan oleh
pemerintah dalam upaya penyehatan PDAM dapat sdgeugudkan yaitu untuk
setiap 1000 pelanggan yang dilayani, jumlah karyewa tidak lebih dari 5
orang, dan saat ini di PDAM Kota Malang rasio karga masih 5,45 sehingga

perlu diturunkan menjadi kurang atau maksimal 8.saj

4.2 Tarif Air PDAM dan Perhitungannya
4.2.1 Dasar Kebijakan Penetapan Tarif Air.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 2006 tentang
Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif AuiM pada PDAM. Tarif
air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif atlakebijakan harga jual air
minum dalam setiap meter kubik (m3) atau satuarurmel lainnya sesuai
kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDANhgydersangkutan.
Penetapan tarif air didasarkan pada prinsip ketgk@auan dan keadilan, mutu
pelayanan yang bisa diterima, pemulihan biaya, iegiss pemakaian air,
transparansi dan akuntabilitas serta perlindungalma&u. Prinsip keterjangkauan
terpenuhi apabila pengeluaran rumah tangga untukb®k air guna memenuhi
standar kebutuhan pokok air minum 60 liter/orang/atau 10 n¥keluarga tidak

sampai melampui 4% dari pendapatan pelanggan alaarga. Prinsip keadilan
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dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapasidiubilang antar kelompok
pelanggan, dan tetap mempertimbangkan mutu pelayatza istilah sekarang

standar pelayanan minimal yang bisa diterima pgjang

Prinsip pemulihan biaya secara pendbll (cost recovery) ditambah
dengan tingkat keuntungan yang wajar minimal 10% aleiva produktif agar
PDAM bisa berkembang untuk meningkatkan cakupanaypelan kepada
masyarakat. Efisiensi pemakaian air yang dengama ¢anf progresif juga
merupakan dasar kebijakan penetapan tarif agadtggenghematan pemakaian
air yang tidak terlalu melebihi jauh dari standebétuhan pokok air minum, hal
ini juga bermaksud untuk ikut menjaga kelestariamiser air baku. Prinsip
transparansi dan akuntabilitas dilakukan dengan leekan informasi dan
sekaligus menjaring aspirasi yang berkaitan denmahitungan penetapan tarif
air dan tetap berdasarkan landasan perhitunganmadgh dipahami serta dapat

dipertanggung jawabkan kepastakeholder.

4.2.2 Perhitungan Biaya Dasar dan Biaya Usaha

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi gati@ter kubik air
minum dihitung atas dasar biaya usaha yang melipaffa sumber air, biaya
pengolahan air, biaya transmisi distribusi, biagaum dan administrasi dan biaya
lain dalam periode setahun dibagi dengan volumeyamg terproduksi selama
setahun dikurangi volume kehilangan atau kebocanastandar ( 25 % dari air

yang terproduksi selama setahun).
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Proyeksi biaya dasar dalam satuan Rp.dihitung atas dasar proyeksi
biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air ¢elyesi dikurangi proyeksi
volume kehilangan atau kebocoran standar pada tptayeksi. Proyeksi biaya
usaha air minum dihitung berdasarkan data histdeagan memperhatikan
proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasenkungkinan adanya efisiensi
biaya, rencana tingkat produksi dan rencana insesliaertai rencana sumber

pendanaannya.
4.2.3 Pendapatan PDAM.

Sumber pendapatan utama PDAM sebagai badan usateh athri hasil
penjualan air. Selain pendapatan utama yang bedasapenjualan air PDAM
juga memperoleh pendapatan lain yang disebut depgadapatan non air dan
pendapatan kemitraan. Pendapatan non air melipatigpatan sambungan baru,
pendapatan sewa instalasi, pendapatan pemeriksaanlala pendapatan
penyambungan kembali, pendapatan denda, pendapataeriksaan instalasi
pelanggan, pendapatan penggantian meter rusakapaiath penggantian pipa
persil dan pendapatan non air lainnya. Sedangkadapatan kemitraan yakni
yang berhubungan dengan pendapatan royalti, pearbagendapatan dari

kemitraan, pembagian produksi dari kemitraan dan tasil kerjasama.

Biaya pemeliharaan meter air merupakan komponemgpatan yang
dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuka bperbaikan dan
penggantian suku cadang dan atau meter air agaasiakya terjamin. Biaya

administrasi rekening dikenakan kepada pelanggaaraebulanan untuk biaya
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pencetakan rekening dan biaya penagihan. Sebagaiggan yang sudah tercatat
resmi sebagai pelanggan dikenakan beban tetapamumodemen dimaksudkan
untuk mengembalikan investasi PDAM yang sudah rgrtaditanamkan pada

jaringan demi kelanjutan usaha dan pelayanan PDéph#a masyarakat.

4.2.4 Jenis dan Struktur Tarif

Tarif air minum dibedakan menjadi 4 (empat), yatarif rendah, tarif
dasar, tarif penuh dan tarif yang ditetapkan bendasn kesepakatan. Tarif rendah
adalah tarif bersubsidi, yaitu tarif yang lebih dah dari proyeksi biaya dasar.
Kebijakan tarif rendah ini sebagtioor Price policy oleh karena itu penetapan
tarif rendah tidak dianjurkan lebih rendah dariybigoroduksi air ost of goods
sold) yang terdiri dari komponen biaya sumber, biayagoégahan dan biaya

transmisi dan distribusi, jika hal itu terjadi, naadliperlukan adanya subsidi.

Besaran subsidi yang akan diberikan untuk tarilaénditetapkan oleh
masing-masing PDAM dengan persetujuan pemerintanatiadan disesuaikan
dengan kondisi masing-masing daerah, oleh karenhesar tarif rendah dapat
bervariasi antar segmen pelanggan dan merefleksikanjakan pemerintah
daerah terhadap peran PDAM dalam mengemban misifulagsi pelayanan

terhadap kebutuhan dasar masyarakat @iblic service obligation.

Tarif dasar nilainya sama atau ekuivalen dengaryabidasar. Bagi
pelanggan yang dikenakan tarif dasar, berarti trdaknperoleh subsidi dan tidak
pula memberikan subsidi kepada pelanggan lainngaf Ppenuh nilainya lebih

besar dari biaya dasar dan besarnya dapat beiyad@as disini terkandung
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komponen tingkat keuntungan yang wajar dan kontdasidi silang, artinya
pelanggan yang dibebani tarif penuh memberikanidusitang kepada pelanggan

yang membayar dengan tarif rendah.

Tarif kesepakatan ditentukan oleh PDAM berdasakiesepakatan dengan
masing-masing pelanggan tertentu untuk saling nenggkan, misalnya kepada
pelanggan yang memang memerlukan air yang banyak wsaha tertentu yang
apabila dikenakan tarif penuh pelanggan terseldaktmampu bayar, daripada
mencari alternatif lain seperti membuat sendiri sunibor, PDAM akan

kehilangan peluang pelanggan potensial.

4.2.5 Makanisme Penetapan Tarif

Tarif air minum PDAM ditetapkan melalui suatu meisame yang
memungkinkan terwujudnya akomodasi kepentingan pam@gangku kepentingan,
yaitu: pelanggan, pemerintah daerah dan PDAM. iRbangan kepentingan
pelanggan agar hak-haknya terlindungi dengan mealkaju pelayanan yang baik

sesuai yang diharapkan masyarakat pelanggan.

Pertimbangan kepentingan PDAM agar kesinambungahauBDAM tetap
bisa berlangsung dan berkembang sebagaimana mgidgamban. Pertimbangan
kepentingan pemerintah daerah agar PDAM mampu mam&ebutuhan dasar
masyarakat dan mendorong peningkatan kesehatakedajahteraan masyarakat
pada umumnya serta sebagai BUMD, PDAM juga mampunleekan PAD ke

pemerintah daerah untuk pembangunan daerah.
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Penetapan tarif air minum PDAM agar memenuhi ppirsdiuntabilitas dan
transparasi dalam proses perhitungan dan penetggpdrarus melalui tahapan
proses pembahasan yang mendalam hingga sampaidn@geturan Kepala

Daerah dalam hal ini Walikota.

4.2.6 Penyesuaian dan Peninjauan Tarif

Penyesuaian dan peninjauan tarif dilakukan padagetertentu misalnya:
1 (satu) tahunan, 2 (dua) tahunan atau 3 (tigalntah tergantung kondisi situasi
daerah setempat, yang karena pengaruh dari ndaksinflasi tahunan, beban
bunga pinjaman, dan mungkin juga karena adanyanedea perubahan point atau
pasal perjanjian kerjasama dengan mitra kerja PDyanig jelas semua ini akan
bisa menaikan beban biaya yang akan ditanggung PRang bila tidak segera
dilakukan penyesuaian dan peninjauan tarif bisaldmepak pada penurunan
kualitas pelayanan kepada pelanggan dan penuruarget tlaba yang telah

ditetapkan sebelumnya.

4.3 Menghitung Harga Pokok Produksi Air

4.3.1 Produksi Air dan Volume Kehilangan Air

Dalam kegiatan operasionalnya, Perusahaan DaerahMikium Kota
Malang memiliki kegiatan operasi pokok vyaitu menguksi air dan
mendistribusikan air tersebut kepada masyarakat gmemenuhi kebutuhan
masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada ma&ayarHarga pokok

produksi air berhubungan dengan tingkat air yamgodiuksi oleh PDAM pada
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setiap tahunnya. Oleh karena itu, berikut adalabian produksi air pada tahun

2006 hingga tahun 2008:

Tabel 4.3

Rincian Produksi dan Kehilangan Air

Rincian Produksi Air (m3)

% Kehilangan

Kehilangan Air (m3) Air terhadap

Tahun Produksi Air (m3) Produksi Air
2006 41.115.794 12.597.162 30,64 %
2007 42.074.109 16.603.339 39,46 %
2008 37.820.926 15.716.180 41,55 %

Sumber: PDAM Kota Malang (diolah)

Jumlah volume produksi dari tahun 2006 sampai demglaun 2007 relatif

stabil dan hanya mengalami kenaikan rata-rata ael2e40%, kecuali pada tahun

2008 yang mengalami penurunan sebesar 10,11%atian 2007.

Kehilangan air dari tahun 2006 sampai tahun 200Carse rata-rata

meningkat 2,57%. Pada tahun 2008 kehilangan aiurmendibandingkan tahun

sebelumnya. Hal ini disebabkan produksi air tah0082disesuaikan dengan

kebutuhan konsumsi air pelanggan.

4.3.2 Harga Pokok Produksi

Biaya dalam hubungannya dengan produk, atau bekdasdarang-

barang yang diproduksi dan dijual, biaya dapat I[diggkan menjadi (1) biaya
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langsung terhadap produk yaitu semua biaya yangsiag dapat dikaitkan
dengan barang yang dihasilkan atau dapat langsibepahkan pada harga
pokoknya; (2) biaya produksi tidak langsung yaitayb-biaya produksi yang
tidak dapat secara langsung dikalkulasikan ke ddlanga pokok barang yang

diproduksi.

Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang fatl&komponen
biaya usaha yang terdiri dari biaya langsung usddra biaya tidak langsung.
Biaya langsung usaha terdiri dari biaya sumberka&tya pengolahan air, biaya
transmisi dan distribusi serta biaya kemitraan.aBgllan biaya tidak langsung

terdiri dari biaya umum dan administrasi serta dikguangan.

Harga pokok produksi air minum dalam Perusahaarnredadir Minum
yakni biaya-biaya yang berhubungan langsung depgases produksi aicést of
goods sold) yang terdiri dari komponen biaya sumber, biayagoéahan serta
biaya transmisi dan distribusi. Biaya sumber térdari biaya pegawai, biaya
listrik, rupa-rupa biaya operasi, biaya pemelihara@tribusi air bawah tanah,
biaya penyusutan aktiva tetap. Sedangkan untukabpgngolahan terdiri dari
biaya pegawai, biaya pemakaian bahan kimia, bisgmagaian bahan bakar,
biaya listrik, rupa-rupa biaya pengolahan air, biggmeliharaan bangunan, biaya
pemeliharaan instalasi pompa, biaya pemeliharastalasi pengolahan lainnya,
dan biaya penyusutan aktiva tetap. Biaya transuaisidistribusi terdiri dari biaya
pegawai, biaya pemakaian bahan/perlengkapan, Ibalyan bakar, biaya listrik,
rupa-rupa biaya operasi, biaya pemeliharaan pgrsstnisi dan distribusi, biaya

pemeliharaan meter air, dan biaya penyusutan aldtag.



Berikut ini biaya produksi air tahun 2006, 2007#t&¢éahun 2008:

Tabel 4.4

Biaya Produksi Air
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Tahun

Biaya Sumber

(Rp)

Biaya Pengolahar

(Rp)

1 Biaya Transmisi

dan Distribusi (Rp

TOTAL (Rp)

2006

2007

2008

2.780.825.974,00
2.748.930.377,00

4.133.590.914,00

12.572.705.434

12.102.352.007

12.314.036.317

,00.608.795.388,00
,2@.605.322,008,00

,2@.853.701.444,00

25.962.326.796,
39.456.604.392,

41.301.328.675,0(

Sumber : PDAM Kota Malang

Dari rincian biaya produksi air diatas terdapahdkan pada setiap

tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya penambahaanpleahan aktiva tetap yang

berkaitan dengan peningkatan biaya-biaya yang didein pada biaya produksi

air.

Biaya produksi

yang meningkat tersebut diskhab karena adanya

peningkatan dalam biaya penyusutan, biaya pemafharbiaya listrik, biaya

pegawai dan biaya lainnya yang berhubungan langdengan produksi air. Pada

tahun 2006 dan 2008 terdapat penambahan instalades, instalasi transmisi

dan distribusi. Selain itu, pada tahun 2008 terdppaambahan instalasi pompa.

Berikut ini rincian biaya penambahan instalasi sengerta instalasi transmisi dan

distribusi serta instalasi pompa yang terjadi gatian 2006 dan 2008:

00

00
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Tabel 4.5

Tabel penambahan instalasi

2006 2007 2008
instalasi sumber Rp 496.289.600,00 - Rp 1.472.125.000,00
instalasi transmisi dan distribusij Rp 4.136.050,06 - Rp 6.302.380.081,00
instalasi pompa Rp - - p R189.718.000,00
total Rp 4.632.339.832,00 - Rp 7.964.223.081,00

Sumber : PDAM Kota Malang

Adanya penambahan instalasi sumber, transmisi dlatribusi serta
instalasi pompa disebabkan karena adanya tingkaanpeahan produksi dan
perluasan wilayah jangkauan air guna memenuhi péasnm konsumen.
Peningkatan yang terjadi pada instalasi tersebutgaiebatkan penambahan
terhadap biaya pemeliharaan instalasi-instalasebert yang langsung akan
menambah biaya pokok produksi pada setiap tahunvigmingkatnya biaya-
biaya produksi setiap tahunnya karena adanya peateanhbnstalasi-instalasi baru
yang dilakukan olen PDAM. Hal ini bertujuan untukemmenuhi permintaan
konsumen yang semakin meningkat yaitu mengalamiarpbahan rata-rata
sebesar 2,97%. Oleh karena itu, PDAM memutuskarukumbembebankan
tingginya biaya produksi tersebut kepada kebijak@metapan tarif air yang

dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan golpeggguna air.




4.3.3 Biaya air berdasarkan Biaya Usaha dan BiayarBduksi

Dalam penentuan

tarif air, PDAM
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juga harus mempdyéingkan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna mbamdmebutuhan air

masyarakat. Penentuan tarif air harus dapat menbtaya untuk memproduksi

air. Dalam menentukan biaya dasar harus disesudi&agan biaya usaha terdiri

dari biaya langsung dan tidak langsung usaha. B@gsar ini harus dapat

menutupi

biaya usaha. Selain

itu,

dalam menentukaya dasar harus

memperhitungkan biaya usaha PDAM Kota Malang seldataun 2006 hingga

2008. Berikut ini adalah rincian biaya usaha PDAdasa kurun waktu 3 tahun

dan perhitungan tarif dasar air per m3 berdasabkaya usaha:

Tabel 4.6

Rincian Biaya Usaha

2007

2008

Rp
39.456.604.392,00
Rp

41.301.328.675,00

Rp
18.520.417.143,00
Rp

21.464.963.258,00

Biaya Usaha
Tahun Total Biaya Usaha
Biaya Langsung Biaya Tidak langsung
Rp Rp Rp
2006 | 25.962.326.796,00 | 29.136.387.155,00 55.098.713.951,00

Rp
57.977.021.535,00
Rp

62.766.291.933,00

Sumber : PDAM Kota Malang
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Tabel 4.7

Perhitungan Biaya Usaha

Tahun 2006
Produksi Air (m3) 41.115.794
Kehilangan Air (m3) 12.597.162
Biaya Usaha Rp55.098.713.951,00
Biaya dasar/m3 Rp 1.932
Tahun 2007
Produksi Air (m3) 42.074.109
Kehilangan Air (m3) 16.603.339
Biaya Usaha Rp57.977.021.535,00
Biaya dasar/m3 Rp 2.276
Tahun 2008
Produksi Air (m3) 37.820.926
Kehilangan Air (m3) 15.716.180
Biaya Usaha Rp 62.766.291.933,00
Biaya dasar/m3 Rp 2.839

Sumber : PDAM Kota Malang (diolah)

Berdasarkan ketentuan Permendagri No.23 Tahun,2biaya dasar
dihitung berdasarkan pembagian biaya usaha deregayjupangan antara produksi
air dan volume kehilangan air. Dalam menentukaif tandah yang merupakan
floor Price policy dimana perhitungan tarif rendah dianjurkan tiddkHeendah
daripada harga pokok produksi sehingga biaya psidp&r m3 tanpa subsidi
dapat dihitung dengan cara:
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Tabel 4.8

Perhitungan Biaya Produksi

Tahun 2006
Produksi Air (m3) 41.115.794
Biaya Produksi Rp25.962.326.796,00
Biaya Produksi/m3 Rp 631, 44
Tahun 2007
Produksi Air (m3) 42.074.109
Biaya Produksi Rp39.456.604.392,00
Biaya Produksi/m3 Rp 937,78
Tahun 2008
Produksi Air (m3) 37.820.926
Biaya Produksi Rp 41.301.328.675,00
Biaya Produksi/m3 Rp 1092,02

Sumber : PDAM Kota Malang (diolah)

Untuk penetapan tarif penuh dapat dihitung dengamus : 200 % x Biaya
Produksi air (tarif rendah). Rincian perhitungarnftpenuh untuk periode 2006

hingga 2009 adalah:
Tahun 2006

Tarif Penuh berdasarkan biaya produksi/m3 : 2 %68h44 = Rp 1.262,89
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Tahun 2007

Tarif Penuh berdasarkan biaya produksi/m3 : 2 ¥&p78 = Rp 1.875,57

Tahun 2008

Tarif Penuh berdasarkan biaya produksi/m3 : 2 x1R92,02 = Rp 2.184,04

4.4 Tarif air PDAM Kota Malang Th. 2006 sampai dengan Th. 2008 dan

Proyeksi Tahun 2009

Dalam kebijakan penetapan tarif air Perusahaanabakir Minum (PDAM)
Kota Malang terdapat kenaikan tarif selama 2 tahun&danya kebijakan
mengenai kenaikan terhadap penetapan tarif air ydibgbankan terhadap
masyarakat tersebut terlihat pada tarif air tan0872dan tahun 2009. Untuk
melihat kenaikan tarif pada tahun 2007 maka seh®jarharus lihat tarif air yang
berlaku pada tahun 2005/2006. Berikut adalah nm¢aif yang berlaku pada

tahun 2005/2006 yaitu:

1. Tarif dasar : Rp 1.500,- per m3
2. Tarif rendah : Rp 1.100,- per m3
3. Tarif Penuh : Rp 2.200,- per m3

Dari tiga jenis tarif tersebut selanjutnya dijakaarkdalam tarif kelompok
pelanggan dengamodel tarif progresif yang ditunjukkan dalam tabel tarif

sebagai berikut:



Tarif Air PDAM Kota Malang Tahun 2005/ 2006.

Tabel 4.9

71

No. Kelompok Pemakaian Pemakaian Tarif
0-10 m3 >10m3 Langganan
1 Sosial :
a). Sosial A Rp 1.100,- Rp 1.400,- Rp. 6.000,-
b). Sosial B Rp 1.100,- Rp 1.500,- Rp. 6.000.-
c). Sosial C Rp 1.100,- Rp 1.700,- Rp. 6.000.-
2. Rumah Tangga :
a). Rumah Tangga ARp 1.300,- Rp 2.000,- Rp. 7.500,-
b). Rumah Tangga B Rp 1.500,- Rp 2.500,- Rp. 9.500,-
¢). Rumah Tangga C Rp 1.700,- Rp 2.700,- Rp.13.000,-
d). Rumah Tangga D Rp 2.000,- Rp 3.300,- Rp. 16.000,-
e). Rumah Tangga E Rp 2.200,- Rp 3.500,- Rp. 17.000,-
3. Instansi :
a). Instansi A Rp 2.000,- Rp 3.500,- Rp. 18.000,-
b). Instansi B Rp 2.200,- Rp 5.300,- Rp. 19.000,-




72

Niaga :

a). Niaga A Rp 3.200,- Rp 5.300,- Rp. 25.000,-
b). Niaga B Rp 5.800,- Rp 7.100,- Rp. 27.500,-
c). Niaga C Rp 6.900,- Rp 8.300,- Rp. 30.000,-
d) Niaga D Rp 7.400,- Rp 9.100,- Rp. 32.500,-
Industri :

a). Industri A Rp 8.100,- Rp 9.900,- Rp. 35.000,-
b). Industri B Rp 9.300,- Rp 11.700,- Rp. 40.000,-

Sumber : PDAM Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.27 Tahdd6Z2Tanggal 31
Oktober 2006 tentang Penetapan Tarif Air PDAM KMalang yang berlaku

pada tahun 2007/2008 yaitu:

1. Tarif dasar : Rp. 1.900,- per m3.

2. Tarif rendah : Rp. 1.250,- per m3.

3. Tarif penuh : Rp. 2.600,- per m3

Dari tiga jenis tarif tersebut selanjutnya dijataarkdalam tarif kelompok
pelanggan dengamodel tarif progresif yang ditunjukkan dalam tabel tarif

sebagai berikut:



Tarif Air PDAM Kota Malang Tahun 2007 / 2008.

Tabel 4.10
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No. Kelompok Pemakaian Pemakaian Tarif
0-10 m3 >10m3 Langganan
1 Sosial :
a). Sosial A Rp. 1.250,- Rp. 1.550,- Rp. 6.000,-
b). Sosial B Rp. 1.250,- Rp. 1.600,- Rp. 6.000.-
c). Sosial C Rp. 1.250,- Rp. 1.900,- Rp. 6.000.-
2. Rumah Tangga :
a). Rumah Tangga A Rp. 1.500,- Rp. 2.300,- Rp. 7.500,-
b). Rumah Tangga B Rp. 1.700,- Rp. 2.800,- Rp. 9.500,-
¢). Rumah Tangga C Rp. 1.900,- Rp. 3.000,- Rp.13.000,-
d). Rumah Tangga D Rp. 2.300,- Rp. 3.600,- Rp. 16.000,-
e). Rumah Tangga E Rp. 2.600,- Rp..3.800,- Rp. 17.000,-
3. Instansi :
a). Instansi A Rp. 2.300,- Rp. 3.800,- Rp. 18.000,-
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b). Instansi B Rp. 2.600,- Rp. 5.700,- Rp. 19.00(
Niaga :

a). Niaga A Rp. 3.800,- Rp. 5.700,- Rp. 25.000,-
b). Niaga B Rp. 6.100,- Rp. 7.600,- Rp. 27.500,-
c). Niaga C Rp. 7.200,- Rp. 8.700,- Rp. 30.000,-
d) Niaga D Rp. 8.000,- Rp. 9.500,- Rp. 32.500,-
Industri :

a). Industri A Rp. 8.700,- Rp. 10.300,- Rp. 35.000,-
b). Industri B Rp. 9.900,- Rp. 12.200,- Rp. 40.000,-

Sumber : PDAM Kota Malang

Dalam menghitung tarif air yang akan diberlakukaadg tahun
2009/2010, terlebih dahulu perlu menganalisa pebeggan jumlah pelanggan,
perkembangan konsumsi air dan perkembangan air ydipgduksi serta
perkembangan besarnya biaya operasi, dan berdasadaa historis
perkembangan pelanggan selama 3 tahun sebelumnyatafaun 2006 sampai

dengan tahun 2008 yaitu:
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Tabel 4.11

Data Perkembangan Pelanggan Tahun 2006 — 2008

Kelompok Th. 2006 | Th.2007| Th. 2008 | Rata2 per
R | ©R | R | M
(%)
Sosial :
a). Sosial A 154 149 154
b). Sosial B 1.147 1.090 1.133
c). Sosial C 358 461 479
Jumlah Kel. Sosial 1.659 1.700 1.766 Naik 3,3
Rumah Tangga :
a). Rumah Tangga A 29.882 30.479 | 31.698
b). Rumah Tangga B 26.032 26.552 | 28.003
¢). Rumah Tangga C 13.982 14.261 | 14.831
d). Rumah Tangga D 8.783 8.958 9.316
e). Rumah Tangga E 635 647 672
Juml.Kel.Rmh Tangga 79.314 80.897 84.520 Naik 2,6
Instansi :
a). Instansi A 560 571 593
b). Instansi B 421 479 478
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Jumlah Kel.Instansi 981 1.050 1.071 Naik 14,9
Niaga :

a). Niaga A 1.087 1.108 1.152

b). Niaga B 1.004 1.024 | 1.064

c). Niaga C 945 963 1.001

d) Niaga D 60 58 60

Jumlah Kel. Niaga 3.096 3.153 3.277 Naik 2,6
Industri :

a). Industri A 19 19 21

b). Industri B 20 21 20

Jumlah Kel. Industri 39 40 41 Turun 1,7
Total Pelanggan 85,089 86,840 90,675 Naik 2,8

Sumber : PDAM Kota Malang (diolah)

Dari hasil proyeksi perkembangan jumlah pelangbandasarkan tabel

tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum telah menefigilyan jumlah pelanggan

pada tahun 2009 akan menjadi sebanyak 95.208 S&nj@Baya konsumsi air

bersih untuk kehidupan masyarakat sehari-hari gaken agar bisa mencukupi

dalam ukuran standart, normal dan wajar yaitu Barkidengan rata-rata 23

m*bulan/SR atau 150 liter/ orang/hari. Dengan deanikiintuk tahun 2009

dengan jumlah pelanggan 95.208 SR jumlah air yakgndumsi seharusnya

menjadi : 95.208 SR x 23%bulan/SR x 12 bulan = 26.277.408 m
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Pada indikator kebocoran atau kehilangan air t&#008 mencapai 35,53%

dari total produksi, angka ini masih cukup tinggika kedepan harus diupayakan

bisa menurun sesuai angka yang wajar sesuai yasigndarkan Departemen

Pekerjaan Umum yaitu maksimal 25%, maka untuk t#009 nanti perlu mulai

diturunkan menjadi 30% dari produksi dan secaradabap kebocoran atau

kehilangan air tinggal 25%, dan dengan demikian lahmair yang harus

diproduksi di tahun 2009 nanti sebesar : 26.277.468 (100 % - 30%) =

37.539.154 m. Selanjutnya, dalam menentukan tarif tahun 2089 melihat

data historis perkembangan biaya tahun 2006-200§ yerdapat pada rincian

tabel berikut ini:

Tabel 4.12

Data Perkembangan Biaya Tahun 2006 — 2008

Uraian Th. Th. Th. Rata2
2006 2007 2008 naik %

Biaya langsung usaha
a).Biaya sumber( Rp.) 2.780.825.974 2.748.930.377 .1334590.914 Naik 23,8
b).Biaya pengolahan 12.572.705.434 12.102.352.0Q7 12.314.036.317 Naik
(Rp.)
c).Biaya Transmisi 10.608.795.388 24.605.322.0Q8 24.853.701.444 N& &
Distribusi (Rp.)
Jumlah( Rp.) 25.962.326.780 39.456.604.380 41.281680 Naik 21,2
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O

69.042.921.120,- sehingga dalam penentuan tari ye@nlaku Tahun 2009/2010
berdasarkan ketentuan Permendagri No.23 Tahun R&dbdasar dapat dihitung

dengan rumus :

Biaya tak langsung :

Biaya umum & Adm 29.452.428.720 20.223.796.680 21.464.963.270 Naik

(Rp.)

Jumlah Biaya Operasi 55,414,755,502 59,680,401,06D 62,766,291,933 k Nai

(Rp.)

Produksi air (m3) 41.115.794 42.074.109 20.826 Turun 0,7

Air yg terjual (m3) 24.602.947 23.313.994 23.1686.61 | Turun 6

Rata2 konsumsi

(m3/bIn/SR) 24 22 21 Turun 6

Tingkat kehilangan air 40,24% 41,67% 35,53% Naik
Sumber : PDAM Kota Malang (diolah)

Jumlah biaya operasi rata-rata per tahun naik 128b.ini perlu adanya
upaya efisiensi biaya operasi sehingga total bieyerasi rata-rata meningkat
maksimal sebesar 10% per tahun. Hal ini terlihaiagamlah biaya operasi tahun
2008 sebesar Rp.62,766,291,933 maka untuk tahu@ B@@ti jumlah biaya
operasi cukup naik menjadi Rp 62,766,291,933 x 110 % = Rp.
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Tokahya operasi

Tarif dasar =

Produksi air — Kebocoedau kehilangan air standar

Rincian perhitungan tarif air tahun 2009, sebagaikint :

Rp. 620P1.120

Tarif dasar =
37.539.154m ( 25% x 37.539.154 1)
Tarif dasar = Rp. 2.452 /fmatau dibulatkan menjadi Rp. 2.500% m
Dengan demikian maka :
Tarif rendah ditetapkan sebesar : 75% x Tasbda
: 0,75 x Rp. 2.5086°
: Rp. 1.875 /matau dibulatkan menjadi
: Rp.1.900 /rh
Tarif penuh ditetapkan sebesar : 200% x Tarifla¢n
: 2 x Rp. 1.900 /i
: Rp. 3.800 / th

Tarif air atau biaya dasar Tahun 2009/2010 berfzkaa rekening bulan

maret ini dihitung berdasarkan proyeksi PDAM. Biadasar proyeksi PDAM
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tersebut diperlukan untuk memproduksi setiap mietdik air minum dihitung
atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume aiotkriksi dikurangi volume
kehilangan air standar dalam periode satu tahuayaBusaha atau total biaya
operasi dihitung dengan menjumlahkan seluruh bisyenber air, biaya
pengolahan air, biaya transmisi dan distribusiydikemitraan, biaya umum dan

administrasi, dan biaya keuangan dalam periodetahtun.

Sedangkan volume air terproduksi selama tahun 2@8itung
berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleftesn produksi yang siap
didistribusikan kepada konsumen dalam periode &#tun. Besarnya volume
kehilangan atau kebocoran air standar dapat dipitberdasarkan standar
presentase yang ditetapkan oleh Menteri yang mengghrakan urusan

pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikdnme air terproduksi.

Hasil dari perhitungan tarif air Th. 2009 terseleith ditetapkan pada
Peraturan Walikota Malang No. 93 Tahun 2008 Tanggdbesember 2008 yang
dari tiga jenis tarif tersebut terbagi dalam t&efompok pelanggan dengan tarif

progresif dapat ditunjukkan pada tabel 4.19 seblagyakut :



Tarif Air PDAM Kota Malang Th. 2009 / 2010

Tabel 4.13
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No. Kelompok Pemakaian Pemakaian Tarif
0-10 m3 >10 m3 Langganan
1 Sosial :
a). Sosial A Rp. 1.900,- Rp. 2.300,- | Rp. 6.000,-
b). Sosial B Rp. 1.900,- Rp. 2.400,- | Rp. 6.000.-
c). Sosial C Rp. 1.900,- Rp. 2.800,- | Rp. 6.000.-
2. | Rumah Tangga :
a). Rumah Tangga A | Rp. 2.200,- Rp. 3.400,- | Rp. 7.500,-
b). Rumah Tangga B | Rp. 2.500,- Rp. 4.100,- | Rp. 9.500,-
c). Rumah Tangga C | Rp. 2.800,- Rp. 4.400,- | Rp.13.000,-
d). Rumah Tangga D | Rp. 3.400,- Rp. 5.300,- | Rp. 16.000,-
e). Rumah Tangga E | Rp. 3.800,- Rp..5.600,- | Rp. 17.000,-
3. | Instansi:
a). Instansi A Rp. 3.400,- Rp. 5.600,- | Rp. 18.000,-
b). Instansi B Rp. 3.800,- Rp. 8.400,- | Rp. 19.000,-
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4, Niaga :
a). Niaga A Rp. 5.600,- Rp. 8.400,- | Rp. 25.000,-
b). Niaga B Rp. 9.000,- Rp. 11.200,- | Rp. 27.500,-
c). Niaga C Rp. 10.600,- | Rp. 12.800,- | Rp. 30.000,-
d) Niaga D Rp. 11.800,- | Rp. 14.000,- | Rp. 32.500,-
5. | Industri :
a). Industri A Rp. 12.800,- Rp. 15.100,- | Rp. 35.000,-
b). Industri B Rp. 14.600,- Rp. 17.900,- | Rp. 40.000,-

Sumber : PDAM Kota Malang

Setelah adanya penetapan tarif yang berlaku talag9/2010 maka
terdapat rincian tarif sebelum tahun 2009. Berikiitadalah tarif yang berlaku

mulai tahun 2006 hingga 2009:



Tabel 4.14

Tarif Air Tahun 2006-2009
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No. Jenis tarif Th. 2006 | Th.2007| Th.2008 Th.200
1. | Tarif dasar (Rp./m3) 1.500 1.900 1.90( 2.50
2. | Tarif Rendah (Rp./m3) 1.100 1.250 1.25( 1.90
3. | Tarif Penuh (Rp.m3) 2.200 2.600 2.60( 3.80

Sumber : PDAM Kota Malang

4.5 Pembahasan penetapan tarif oleh PDAM dan tarif berdsarkan Biaya

Produksi dan Biaya Usaha

Perbandingan antara penetapan tarif air berdasdrkeya produksi dan

biaya usaha dengan penetapan oleh Perusahaan D¥erglnum merupakan

perbandingan antara tarif air yang berlaku di miadsat yakni berdasarkan

jumlah tarif progresif sesuai dengan kelompok pgd@m serta besarnya

pemakaian air dan dibandingkan dengan biaya prodifs biaya usaha yang

telah dihitung sebelumnya. Untuk itu perlu adany&ian pemakaian air (m3)

berdasarkan semua golongan. Berikut ini adalahannpemakaian air selama

tahun 2006 hingga 2008:



Tabel 4.15

Rata-rata Konsumsi Air
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2006 2007 2008
Produksi Air (m3) 41.115.794 42.07/4.109 37.820.9
Air yang terjual (m3) 24.602.947 23.313.994  23.666.
Rata-rata Konsumsi (m3/bIn/SR) 24 22 21
Jumlah Pelanggan (SR) 85,089 86,840 90,67%

Sumber : PDAM Kota Malang (diolah)

Dari rincian tabel tersebut dapat disimpulkan bahyeanakaian air oleh

semua golongan dari tahun 2006-2008 adalah lebih lda m3. Selanjutnya,

untuk membandingkan tarif air berdasarkan perhdaun@iaya yakni dengan

melihat biaya produksi dan biaya usaha serta mehgetarif air berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan PDAM, berikut adalah iencperbandingan tarif air

yang dihitung berdasarkan biaya dan tarif yanguiiy oleh PDAM:



Tabel 4.16

Perbandingan Tarif Air Tahun 2006-2008
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Th. 2006 Th. 2007 Th. 2008
No Jenis tarif Tarif Biaya Tarif Biaya Tarif Biaya
1 | Tarif Dasar(Rp/m3) 1.500 1.932 1.900 2.276 1.900 2.839
2 | Tarif Rendah(Rp/m3 1.100 631 1.250 93y 1.250 1.G
3 | Tarif Penuh(Rp/m3) 2.200 1.262 2.600 1.8[/'5 2.600 .182

Sumber : PDAM Kota Malang (diolah) Rp

Dari rincian tabel perbandingan tarif air yangiuihg berdasar kebijakan

tarif dan biaya tersebut terdapat perbedaan bd&ndaarif dasar, tarif rendah

maupun tarif penuh. Pada tarif dasar terdapat pegre dimana perhitungan

secara manual lebih tinggi apabila dibandingkangdenkebijakan PDAM.

Namun, dalam tarif rendah dan tarif penuh terlipatbedaan dimana kebijakan

PDAM memiliki tarif yang lebih tinggi. Berikut

roman perbandingan jumlah

tarif air sesuai dengan pembagian kelompok pelanggdu:

Tabel 4.17

Tarif Air (>10 m3) Tahun 2006-2008

2006 2007 2008
a). Sosial A Rp 1.400,- Rp. 1.550,- Rp. 1.550
b). Sosial B Rp 1.500,- Rp. 1.600,- Rp. 1.600
c). Sosial C Rp 1.700,- Rp. 1.900,- Rp. 1.900

92
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a). Rumah Tangga A Rp 2.000,- Rp. 2.300,} Rp. 2-300
b). Rumah Tangga B Rp 2.500,- Rp. 2.800,} Rp. 2-:800
¢). Rumah Tangga C Rp 2.700,- Rp. 3.000,} Rp. 3:00D
d). Rumah Tangga D Rp 3.300,- Rp. 3.600,} Rp. 3:600
e). Rumah Tangga E Rp 3.500,- Rp..3.800, Rp..3-80D
a). Instansi A Rp 3.500,- Rp. 3.800,- Rp. 3.800}-
b). Instansi B Rp 5.300,- Rp. 5.700,- Rp. 5.700}-
a). Niaga A Rp 5.300,- Rp. 5.700,- Rp. 5.700}-
b). Niaga B Rp 7.100,- Rp. 7.600,- Rp. 7.600}-
c). Niaga C Rp 8.300,- Rp. 8.700,- Rp. 8.700}|-
d). Niaga D Rp 9.100,- Rp. 9.500,- Rp. 9.500}-
a). Industri A Rp 9.900,- Rp. 10.300,- Rp. 10.30Q,
b). Industri B Rp 11.700,- Rp. 12.200,- Rp. 12.200,
Total Rp 78.800,- Rp 84.050,- Rp 84.050,
Rata-rata Tarif PDAM Rp 4.925 Rp 5.253 Rp 5.253
Rata-rata Perhitungan Biaya Rp 3.825 Rp 5.088 Rp 615

Sumber : PDAM Kota Malang (diolah)

Tabel

4.17 menjelaskan mengenai

perbandingan aantarf sesuai

kebijakan PDAM dan tarif sesuai perhitungan berdasa biaya produksi

maupun biaya usaha. Perhitungan rata-rata kebijgkekiM didapat melalui total

tarif keseluruhan golongan dibagi dengan banyakmydah golongan pelanggan.

Sedangkan rata-rata perhitungan biaya merupakaitypegan berdasarkan biaya

produksi serta biaya usaha dan diperoleh melamigh keseluruhan golongan
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tarif yakni tarif dasar, tarif rendah dan tarif pnpada setiap tahun yang
bersangkutan. Dari tabel tersebut terdapat perbedada kedua jenis tarif baik
yang dihitung berdasarkan biaya dengan yang dketaperdasarkan kebijakan
PDAM. Penetapan tarif terlalu tinggi yang dibebank&pada masyarakat pada
tahun 2006 dan 2007 disebabkan untuk menutupi naarkibiaya yang akan
meningkat pada periode selanjutnya yang dikhavatitidak akan tertutupi oleh
kebijakan tarif yang telah diputuskan pada periseleelumnya. Sedangkan pada
tahun 2008 terlihat adanya peningkatan yang slgmifi pada perhitungan
berdasarkan biaya yang dipengaruhi oleh faktor nuykaitnya biaya produksi
tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006. Besatngga produksi
disebabkan oleh adanya penambahan instalasi sehiegdampak terhadap biaya
pemeliharaan yang dibebankan pada biaya produkda ahun 2008 perhitungan
berdasarkan biaya memiliki nilai yang sangat tireygabila dibandingkan dengan
tarif sesuai kebijakan PDAM. Selain faktor meningla biaya produksi, faktor
lain yang mempengaruhi ialah turunnya tingkat pksdair yang dinilai sangat
signifikan. Kebijakan pemberlakuan kenaikan taahg berlaku pada tahun 2007
dinilai tidak dapat menutupi biaya produksi per A&l ini terbukti yaitu pada
tahun 2008, perbedaan antara kebijakan tarif PDAN gkrhitungan berdasarkan
biaya usaha maupun produksi semakin meningkat. Nanmal ini tidak
mempengaruhi pendapatan non air yang diperoleh PBé&iNhgga PDAM masih
memperoleh laba guna memberikan kontribusi terh&sp kota Malang. Oleh
karena itu, pada tahun 2009 PDAM mempunyai kebijakatuk meningkatkan

tarif air sebesar £ 30% yang bertujuan untuk merutemua perkiraan biaya di
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tahun 2009. Selain itu, tingginya penetapan taigfaj akan berdampak terhadap
peningkatan laba perusahaan yang akan mempeng&thadap tingginya

kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

4.6 Kontribusi Kenaikan Tarif Terhadap pendapatan Asli Daerah

Pembagian laba bersih Perusahaan Daerah untuk ramg§a&ndapatan dan
Belanja Daerah yaitu 55% yang terdiri dari 30% Wnfana Pembangunan
Daerah dan 25% untuk Anggaran Belanja Daerah sdemgian Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Réwamn Daerah yang
terdapat pada lampiran 2. Berikut ini rincian pegida laba bersih tahun 2006

dan 2008 yaitu:

Tabel 4.18

Rincian Pembagian Laba Bersih

Keterangan Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun 2006 Rp 9.870.946.870,00

Pembagian Laba Tahun 2006

* Dana Pembangunan Daerah 30% Rp 2.961.284.061,00
* Dana Anggaran Belanja Daerah 25% Rp 2.467.736.717,50
* Dana Sosial dan Pendidikan 10% Rp 987.094.687,00
*Dana Jasa Produksi 10% Rp 987.094.687,00
*Sumbangan Dana Pensiun&Sokongan 10%Rp 987.094.687,00

*cadargan Umum 15% Rp 1.480.642.030,50
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jumlah

Rp 9.870.946.870,00

Laba Tahun 2007

Pembagian Laba Tahun 2007

* Dana Pembangunan Daerah

* Dana Anggaran Belanja Daerah

* Dana Sosial dan Pendidikan

*Dana Jasa Produksi

*Sumbangan Dana Pensiun&Sokongan
*cadangan Umum

jumlah

30%

25%

10%

10%

Rp 14.275.319.278,

Rp 4.282.595.783,4
Rp 3.568.829.819,5
Rp 1.427.531.927,8

Rp 1.427.531.927,8

10%Rp 1.427.531.927,8

15%

Rp 2.141.297.891,7

Rp 14.275.319.278,00

Laba Tahun 2008

Pembagian Laba Tahun 2008

* Dana Pembangunan Daerah

* Dana Anggaran Belanja Daerah

* Dana Sosial dan Pendidikan

*Dana Jasa Produksi

*Sumbangan Dana Pensiun&Sokongan
*cadangan Umum

jumlah

30%

25%

10%

10%

Rp 13.504.653.412,

Rp 4.051.396.023,6
Rp 3.376.163.353,0
Rp 1.350.465.341,2

Rp 1.350.465.341,2

10%Rp 1.350.465.341,2

15%

Rp 2.025.698.011,8

Rp 13.504.653.412,0

[e)

Sumber : PDAM Kota Malang

Dari rincian tabel tersebut terdapat komponen pgmabalaba perusahaan

daerah yakni salah satunya ialah kontribusi PDANKhadap Pendapatan Asli
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Daerah yang terdiri dari Dana Pembangunan yangahdnbg lurus terhadap

perkembangan laba PDAM.

Laba bersih selama tiga tahun mengalami kenaikanrada 11,89%. Rata-
rata kenaikan tersebut terutama disumbangkan dsraikan laba bersih tahun
2007. Laba tahun 2008 mengalami penurunan yangabeiiy terbalik dengan
peningkatan laba yang terjadi pada tahun 2007. lbspsih setelah pajak pada
tahun 2007 mengalami kenaikan disebabkan oleh peajan tarif yang
diberlakukan mulai pembayaran rekening bulan Jar2@07. Penurunan laba
tahun 2008 disebabkan adanya cadangan dana tigbhasas Rp 2.000.000.000,-

yang langsung mengurangi laba kotor atau laba setbeajak.

4.7 Hubungan antara Kenaikan Tarif, Harga Pokok Produks dan

Kontribusi terhadap PAD

Hubungan antara kenaikan tarif air dan faktordaktang mempengaruhi
serta kontribusinya terhadap PAD selama tahun 2080¢ga 2008 dapat dilihat

pada tabel yang disajikan berikut ini :
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Tabel 4.19

Hubungan Kenaikan Tarif Dasar Air, Harga Pokok Produksi dan kontribusi
terhadap PAD

Tahun Harga Pokok Pendapatan Asli Daergh
Tarif Dasar Air Produksi Laba Bersih (PAD)
(Rp) (Rp) (Rp)
2006 | 1.500,- 25.962.326.796,00,- 9.870.946.870,(Rp 2.961.284.061,00
2007 | 1.900,- 39.456.604.392,00,- 14.275.319.D78Rp 4.282.595.783,40
2008 | 1.900,- 41.301.328.675,00)-  13.504.653.412Rp 4.051.396.023,60

Sumber : PDAM Kota Malang (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan baketdakan kenaikan
tarif air yang diambil oleh manajemen Perusahaaer@aAir Minum (PDAM)
Kota Malang dipengaruhi oleh kenaikan faktor hamgakok produksi air.
Hubungan antara tarif dan harga pokok produkshiglasitif yakni peningkatan
tarif air berbanding lurus dengan meningkatnya dipgkok produksi. Kebijakan
peningkatan tarif air bertujuan untuk meningkatkadra bersih di tahun yang akan
datang sehingga dapat menutupi biaya usaha ataumahinmenutupi biaya

produksi air yang diperkirakan akan semakin meranglari periode sebelumnya.

Selanjutnya hubungan kenaikan tarif dasar air ldaa bersih pada tahun
2006 dan 2007 sangat berpengaruh secara signifdk@maikan laba pada tahun

2006 dan 2007 memiliki kontribusi terhadap AnggaPandapatan dan Belanja
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Daerah (APBD) sebesar 55% sehingga hubungan kengaké dan PAD ialah
berbanding lurus yakni setiap adanya kebijakan megigkenaikan tarif dasar air
selalu diikuti dengan kenaikan laba dan peningk&@miribusi terhadap PAD.
Sedangkan pada tahun 2007 dan 2008, laba bersiataem penurunan karena
adanya cadangan dana tujuan yang berdampak pada&upan kontribusi

terhadap PAD sebesar Rp 4.051.396.023,60



p1-e-qn-A1031s0daJ VAVIIMYYSE (@



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang hasilnya telah penulis kemukakan pada
bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Adanya kebijakan mengenai
kenaikan tarif air yang diberlakukan oleh PDAM disebabkan oleh faktor
meningkatnya harga pokok produksi pada setigp tahunnya. Tingginya biaya
produksi air terlihat pada peningkatan biaya sumber tahun 2008 apabila
dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai kenaikan hingga 67% yakni
sebesar Rp 2.748.930.377 menjadi Rp 4.133.590.914. Selain itu, pada biaya
transmisi sumber dan distribusi mengalami peningkatan lebih dari 100% pada
tahun 2007 apabila dibandingkan dengan tahun 2006 yakni Rp 10.608.795.388
menjadi Rp 24.605.322.008. Peningkatan biaya produks tersebut dipengaruhi
oleh adanya penambahan instalasi sumber, transmisi dan distribusi serta instalasi
pompa yang mengakibatkan penambahan terhadap biaya pemeliharaan terhadap
instalasi-instalasi tersebut. Selain itu, besarnya biaya produksi dipengaruhi oleh
tingginya tingkat kebocoran air pada setiap tahunnya. Tingkat kebocoran air pada
tahun 2006 hingga 2008 dinilai tinggi apabila dibandingkan dengan standar yang

telah ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum yaitu sekitar 25%.

Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan yaitu diantaranya terdiri dari laba Perusahaan Daerah Air

93
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Minum (PDAM). Kebijakan kenaikan tarif PDAM dipengaruhi oleh upaya
peningkatan Pendapatan Adli Daerah yang akan meningkat sesuai dengan laba
yang diperoleh PDAM. Meskipun pada tahun 2008 perbandingan biaya lebih
besar dibandingkan dengan tarif, hal ini tidak berpengaruh terhadap kontribusi
PDAM terhadap PAD yang berasal dari pendapatan non air yang terdapat dalam
PDAM tersebut. Oleh karena itu selain untuk menutupi biaya yang semakin
meningkat, adanya kebijakan mengenai kenaikan tarif peningkatan terhadap

Pendapatan Adli Daerah Kota Malang.

5.2 Saran-saran
Berdasarkan hasil kesmpulan di atas sesuai dengan tujuan penelitian, maka

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan efisienss terhadap produksi air sehingga dapat
meminimalisasi tingkat kebocoran atau kehilangan air dengan menambah
pengawasan terhadap pendistribusian air untuk memenuhi permintaan

konsumen.

2. Daam menutupi biaya produks yang semakin meningkat, PDAM sebaiknya
tidak mengeluarkan kebijakan mengenai peningkatan tarif melainkan lebih
meningkatkan efisiensi produksi air dan memperbaiki kebocoran air yang

dinilai sangat tinggi.

3. Kepada pendliti, dalam penelitian selanjutnya untuk dapat lebih menggali

masalah-masalah yang berhubungan dengan PDAM agar dapat memberikan
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informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pelanggan PDAM

pada khususnya tentang PDAM.
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